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ABSTRAK 
 

ANALISIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA 

TERHADAP PELAKU PENEBANGAN HUTAN 

(Studi Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2022/PN Blg) 
 
 

OLEH: 

ANDRY HALOMOAN SIAHAAN 

20.840.0112 

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN 
 
 

Penebangan hutan ilegal merupakan salah satu kejahatan lingkungan paling 
merusak yang dihadapi oleh banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Hutan 
Indonesia, yang terkenal dengan keanekaragaman hayatinya yang kaya, kini 
menghadapi ancaman serius akibat aktivitas penebangan secara liar yang tidak 
bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum 
pidana bagi pelaku kejahatan penebangan pohon secara liar (Illegal Logging) 
khususnya dalam Putusan No. 147/Pid.B/LH/2022/PN Blg. Permasalahan dalam 
penelitian ini adalah. Apa saja bentuk pertanggung jawaban pidana yang dapat 
dikenankan kepada pelaku penebangan hutan? Bagaimana penjatuhan pidana dan 
denda dalam tindak pidana penebangan pohon secara liar (Studi Putusan No. 
147/Pid.B/LH/2022/PN Blg)? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis 
normatif dengan data sekunder sebagai sumber utama. Pengaturan hukum pidana 
pada pelaku penebangan pohon secara liar diatur dalam Undang-Undang No. 41 
Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan. 
Dalam Putusan No. 147/Pid.B/LH/2022/PN Blg, hakim mempertimbangkan bukti- 
bukti serta faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan dalam memutuskan 
hukuman pidana dan penjara. Dengan demikian, pengaturan hukum pidana bagi 
pelaku kejahatan penebangan pohon secara liar diatur secara komprehensif dalam 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan hakim yang 
mendalam dalam setiap kasus. 

 
 

Kata kunci: Tindak Pidana, Penebangan Hutan Liar, Pengaturan Hukum Pidana 
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ABSTRACT 

ANALYSIS OF CRIMINAL LIABILITY AGAINST FOREST LOGGING 
PERPETRATORS 

(Case Study of Decision N11mher 147/Pid.B/LH/2022/PN Big) 

BY: 
ANDRY HALOMOAN SIAHAAN 

NPM: 208400112 
CRIMINAL LAW FIELD 

Illegal logging is one of the most destntctive environmental crimes faced by many 
developing countries, including Indonesia. Indonesia's forests, known for their 
rich biodiversity, now face serious threats due to irresponsible and ill ega/logging 
activities. The research aimed to examine the criminal Jaw regulation for illegal 
logging perpetrators, particularly in Decision No. 147/PidB/LH/2022/PN Big. 
The problems in the research were: What are the forms of criminal liability 
applicable to illegal loggers? How are punishments and fines imposed in cases of 
illegal tree Jogging (Case Study of Decision No. 147/PidB/LH/2022/PN Big)? 
The research used normative juridical methods with secondary data as the main 
source. The criminal law regulation for illegal tree logging perpetrators is 
governed by Law No. 41 of 1999 on Forestry, Law No. 18 of 2013 on the 
Prevention and Eradication of Forest Destn1ction, the Criminal Code (KUHP), 
and Government Regulation No. 45 of2004 on Forest Protection. In Decision No. 
147/Pid.B/LH/2022/PN Big, the judge considered evidence as well as mitigating 
and aggravating factors when deciding on criminal punishment and 
imprisonment. Thus, the criminal law regulations for illegal tree logging 
perpetrators are comprehensively governed by applicable laws, with in-depth 
judicial considerations in each case. 
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1  

BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar belakang 

 
Penebangan hutan ilegal merupakan salah satu kejahatan lingkungan paling 

merusak yang dihadapi oleh banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. 

Hutan Indonesia, yang terkenal dengan keanekaragaman hayatinya yang kaya, kini 

menghadapi ancaman serius akibat aktivitas penebangan liar yang tidak 

bertanggung jawab. Penebangan hutan secara ilegal tidak hanya menyebabkan 

hilangnya habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna, tetapi juga mengganggu 

keseimbangan ekosistem, memicu perubahan iklim, dan mengancam mata 

pencaharian masyarakat yang bergantung pada hutan. 

Kerusakan hutan yang disebabkan oleh penebangan ilegal telah mencapai 

tingkat yang mengkhawatirkan. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan (KLHK), Indonesia kehilangan jutaan hektar hutan setiap 

tahunnya. Penebangan hutan ilegal sering kali didorong oleh permintaan tinggi 

terhadap kayu dan produk kayu di pasar internasional. Di samping itu, lemahnya 

penegakan hukum dan korupsi yang merajalela memperburuk situasi, membuat 

pelaku penebangan ilegal merasa aman dari jeratan hukum. 

Penebangan hutan ilegal tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi 

juga memiliki implikasi sosial dan ekonomi yang signifikan. Masyarakat adat dan 

lokal yang hidup di sekitar hutan sering kali menjadi korban utama dari aktivitas 

ini, kehilangan sumber daya alam yang mereka andalkan untuk hidup. Selain itu, 

kerugian ekonomi yang diderita negara akibat praktik ilegal ini sangat besar, 

mencakup kehilangan pendapatan dari pajak dan kerusakan yang harus diperbaiki 
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Hutan Indonesia mengalami kerusakan pada tingkat sangat 

mengkhawatirkan. Hutan Indonesia telah hilang dengan skala sekitar 30 (tiga 

puluh) juta ha dari tahun 1965 sampai tahun 1997, dan 5 juta ha dari tahun 1997 

sampai tahun 2000. 1 Luas kawasan hutan Indonesia tahun 2012 mencapai 130,61 

juta ha. Kawasan tersebut diklasifikasi sesuai dengan fungsinya menjadi kawasan 

konservasi (21,17 juta ha), kawasan lindung (32,06 juta ha), kawasan produksi 

terbatas (22,82 juta ha), kawasan produksi (33,68 juta ha) dan kawasan produksi 

yang dapat dikonversi (20,88 juta ha). 

Hutan merupakan lingkungan yang sangat penting keberadaannya 

dikarenakan manfaatnya yang banyak seperti menampung air, tempat tinggal 

alami. Hutan juga memiliki banyak jenisnya, dimana jenis hutan tersebut terbagi 

menjadi tiga bagian yang dibedakan tergantung komposisi jenis pohon, letak 

geografis hutan tersebut, dan juga iklim yang berpengaruh di kawasan hutan 

tersebut. 

Akhir-akhir ini kejahatan penebangan pohon liar sering kali terjadi maka 

munculah bagian-bagian hukum pidana seperti hukum pidana anak, hukum pidana 

militer, hukum pidana fiskal, hukum pidana politik sampai pada hukum pidana 

lingkungan. Dalam KUHP sendiri sebenarnya tidak terdapat bab khusus yang 

mengatur mengenai tindak pidana lingkungan, akan tetapi beberapa pasal di 

dalamnya ada yang berhubungan tentang lingkungan hidup. Contohnya adalah 

Tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam Pasal 344-345 RUU KUHP. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 Jatna Supriyatna, 2008, Melestarikan Alam Indonesia, Yayasan Obor Indonesia: Jakarta, 2008, 
hlm. 62. 
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Hanya 2 unsur pidana lingkungan hidup yang diatur RUU KUHP yakni 

pencemaran dan kerusakan yang dilakukan secara sengaja atau lalai. Ketentuan itu 

mengadopsi ketentuan yang diatur Pasal 98-99 UU No.32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.2 

Manusia hidup di bumi tidak sendirian, melainkan bersama makhluk lain, 

yaitu tumbuhan, hewan dan jasad renik. Makhluk hidup yang lain itu bukanlah 

sekedar kawan hidup yang hidup bersama secara netral atau pasif terhadap manusia, 

melainkan hidup manusia itu terkait erat pada mereka. Tanpa mereka manusia 

tidaklah dapat hidup. Kenyataan ini dapat dilihat dengan mengandaikan di bumi ini 

tidak ada tumbuhan dan hewan. 

Sebaliknya seandainya tidak ada manusia, tumbuhan, hewan dan jasad renik 

akan dapat melangsungkan kehidupannya, seperti terlihat dari sejarah bumi 

sebelum ada manusia. Anggapan bahwa manusia adalah makhluk yang paling 

berkuasa tidaklah betul. Seyogyanya manusia menyadari bahwa yang 

membutuhkan makhluk hidup yang lain untuk kelangsungan hidup dan bukannya 

tumbuhan yang membutuhkan manusia untuk kelangsungan hidup mereka. Oleh 

karena itu, sepantasnya manusiabersikap lebih merendahkan diri. 

Sebab faktor penentu kelangsungan hidup tidaklah di dalam tangan manusia 

saja, sehingga kehidupan sebenarnya amat rentan. Manusia bersama tumbuhan, 

hewan dan jasad renik menempati suatu ruang tertentu. Kecuali makhluk hidup, 

dalam ruang itu terdapat juga benda tak hidup, seperti misalnya udara yang terdiri 

atas bermacam gas, air dalam bentuk uap, cair dan padat, tanah dan batu. 

 
 
 
 
 

2 Ardison Asri, Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Dumping Limbah B3 Berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 
Jurnaln Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 10 No. 1, September 2019 
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ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak 

hidup didalamnya disebut lingkungan hidup makhluk tersebut.3 

Beberapa ahli mendefinisikan lingkungan hidup sebagai berikut. Menurut 

Munadjat Danusaputro lingkungan hidup adalah Lingkungan hidup adalah semua 

benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah 

perbuatannya, terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi 

kelangsungan hidupnya serta kesejahteraan manusia. Pengertian lingkungan 

menurut Otto Soemarwoto tentang lingkungan hidup ialah ruang yang ditempati 

suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya 

tumbuhan, hewan, manusia dan jasad renik menempati ruangtertentu.4 

Pencemaran lingkungan hidup, diatur dalam Pasal 1 angka 12 UULH 

yang menyatakan pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau 

dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam 

lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turunsampai ke 

tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi 

sesuai dengan peruntukannya. Sedangkan yang dimaksud dengan lingkungan 

hidup menurut Pasal 1 angka 1 UULH adalah kesatuan ruang dengan semua 

benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, 

yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan.5 

Istilah hukum lingkungan dalam buku Munadjat Danusaputro mengenai 

beberapa pengertian hukum lingkungan ini merupakan terjemahan dari beberapa 

istilah, yaitu “Environmental Law” dalam Bahasa Inggris, “Millieeurecht” dalam 

Bahasa Belanda, “L’environnement” dalam Bahasa Prancis, “Umweltrecht” dalam 

 
3 Muhammad Erwin, Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup Di Indonesia, PT. Refika Aditama. Bandung, 2008, hlm 7 
4 Otto Soemarwoto, Ekologi, Lingkungan Hidup, Djambatan, Jakarta, 2001, hlm. 51-52 
5 Supriyanta, Beberapa Hal Tentang Hukum Pidana Lingkungan, (Joglo, Vol 18 No 1 (2006) 
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Bahasa Jerman, “Hukum Alam Seputar” dalam Bahasa Malaysia,”Batas nan 

Kapaligiran” dalam Bahasa Tagalog, “Sin-vedlom Kwahm” dalam Bahasa 

Thailand, “Qomum al-Biah” dalam Bahasa Arab. 

Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat modern dalam 

menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi akan 

menumbuhkan perubahan proses sosial dalam tata kehidupan masyarakat. Proses 

industrialisasi dan modernisasi dan terutama industrialisasi kehutanan telah 

berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan 

mahluk didunia. Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya 

sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu komponen lingkungan 

hidup. 

Untuk itu dalam kedudukannya hutan sebagai salah satu penentu system 

penyangga kehidupan harus dijaga kelestariaannya. sebagaimana landasan 

konstitusional Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi : “Bumi air dan kekayaan 

alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk 

sebesar-besar kemakmuran rakyat”.6 

Lingkungan hidup harus dipandang secara menyeluruh dan mempunyai sistem 

yang teratur serta diletakkannya semua unsur di dalamnya secara setara. 

Pembaruan dan penanganan membawa banyak bencana bagi lingkungan hidup 

dan kemanusiaan, dalam hal ini, lingkungan hidup ditafsirkan secara 

konvensional. Lingkungan hidup adalah kekayaan dan dapat dimanfaatkan untuk 

menunjang pembangunan, akibatnya keadaan alam dan lingkungan saat ini telah 

menjadi kianparah dari masa ke masa. 

 
 
 
 

6 Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 
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lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara 

Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28H UUD RI 1945. 7 

Sesuai pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang 

pengelolaan Lingkungan Hidup dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud 

Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan 

mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu 

sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk 

hidup lain.8 Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia, semakin hari semakin 

memprihatinkan. Bahkan, telah membahayakan setiap mahluk hidup dan 

kehidupan setiap manusia generasi di masa datang. Perkembangan permasalahan 

lingkungan yang semakin parah dari waktu ke waktu seakan tidak diimbangi 

dengan penegakan hukum yangmemadai, walaupun segala peraturan telah dibuat 

mulai dari undang-undang dasaryang menjamin hak atas lingkungan. 

Saat ini, terdapat isu global tentang pemanasan global yang melanda bumi. 

Pemanasan global yang semakin memperparah penurunan kualitas lingkungan 

hidup karena perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

Permasalahan lingkungan merupakan permasalahan yang kompleks dan menarik 

untuk dikaji mendalam, hal tersebutlah yang menarik penulis untuk melakukan 

penelitian mengenai kebijakan pidana yang ada dalam upayanya untuk menegakkan 

hukum lingkungan hidup di Indonesia. 

Masalah lingkungan saat ini tidak hanya menjadi masalah bagi satu atau dua 

negara saja, tetapi sudah menjadi masalah global yang melibatkan hampir semua 

negara termasuk negara Indonesia. Kerusakan lingkungan hidup atau pencemaran 

 
7 Studi Fahmi, “Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup”, Jurnal Hukum, Vol. 18 No. 2 April, hlm. 212-228 
8 Yulanto Araya, “Penegakan Lingkungan Hidup di Tengah Pesatnya Pembangunan Nasional” 

Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 10 No. 1 Tahun 2013, hlm. 50 
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dan dampak yang ditimbulkan di suatu negara, tidak hanya dirasakan oleh satu 

negara. Dimana pencemaran atau kerusakan lingkungan terjadi, akan tetapi juga 

akan dirasakan oleh negara lain. Sehingga diperlukan suatu penanganan yang serius 

untuk menangani masalah kerusakan lingkungan. 

Kawasan hutan merupakan sumberdaya alam yang terbuka, sehingga akses 

masyarakat untuk masuk memanfaatkannya sangat besar. Kondisi tersebut memacu 

permasalahan dalam pengelolaan hutan. Seiring dengan semangat reformasi 

kegiatan penebangan kayu dan pencurian kayu dihutan menjadi semakin marak 

apabila hal ini dibiarkan berlangsung secara terus menerus kerusakan hutan 

Indonesia akan berdampak pada terganggunya kelangsungan ekosistem, 

terjadinya banjir, erosi/tanah longsor, disfungsinya hutan sebagai penyangga 

keseimbangan alam serta dari sisi pendapatan Negara pemerintah Indonesia 

mengalami kerugian yang dihitung dari pajak dan pendapatan yang seharusnya 

masuk ke kas Negara.9 

Aktifitas illegal logging saat ini berjalan dengan lebih terbuka, transparan dan 

banyak pihak yang terlibat dan memperoleh keuntungan dari aktifitas pencurian 

kayu, modus yang biasanya dilakukan adalah dengan melibatkan banyak pihak dan 

secara sistematis dan terorganisir. Pada umumnya, mereka yang berperan adalah 

buruh/penebang, pemodal (cukong), penyedia angkutan dan pengaman usaha 

(seringkali sebagai pengaman usaha adalah dari kalangan birokrasi, aparat 

pemerintah, polisi, TNI). 

Dalam hasil temuan lain modus yang biasa dilakukan dalam illegal logging 

adalah pengusaha melakukan penebangan di bekas areal lahan yang dimilikinya 

maupun penebangan diluar jatah tebang, serta memanipulasi isi dokumen SKSHH 
 

9 Tuty Budhi Utami, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal 
Logging, (Semarang, 2007) Tesis hlm 17 
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ataupun dengan membeli SKSHH untuk melegalkan kayu yang diperoleh dari 

praktik illegal logging. 

Illegal loging terjadi karena adanya kerjasama antara masyarakat lokal 

berperan sebagai pelaksana dilapangan dengan para cukong bertindak sebagai 

pemodal yang akan membeli kayu-kayu hasil tebangan tersebut, adakalanya cukong 

tidak hanya menampung dan membeli kayu-kayu hasil tebangan namun juga 

mensuplai alat-alat berat kepada masyarakat untuk kebutuhan pengangkutan. 

Untuk mengatasi maraknya tindak pidana illegal logging jajaran aparat 

penegak hukum (penyidik Polri maupun penyidik PPns yang lingkup tugasnya 

bertanggungjawab terhadap pengurusan hutan, Kejaksaan maupun Hakim) telah 

mempergunakan Undang-undang No. 41 tahun 1999 diubah dengan Undangundang 

No 19 tahun 2004 kedua undang-undang tersebut tentang Kehutanan sebagai 

instrumen hukum untuk menanggulanggi tindak pidana illegal logging, meskipun 

secara limitatif undang-undang tersebut tidak menyebutkan adanya istilah illegal 

logging. Yang dimaksud dengan illegal logging berdasarkan berdasarkan Inpres 

No. 5 Tahun 2001,10 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu illegal (Illegal 

Logging) Nasional Tanjung Puting, adalah penebangan kayu dikawasan hutan 

dengan tidaksah. 

Menurut pendapat Haryadi Kartodiharjo, illegal logging merupakan 

penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan, 

yaitu berupa pencurian kayu didalam kawasan hutan Negara atau hutan hak (milik) 

dan atau pemegang ijin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah 

ditetapkan dalam perizinan10. 

 
 

10 Haryadi Kartodiharjo, Modus Operandi, scientific Evidence dan Legal Evidence dalam kasus 
Illegal Logging, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Hakim Penegakan Hukum Lingkungan yang 
diselenggarakan oleh ICEL bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI, Jakarta 2003 
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Didaerrah-daerrah pinggiran kawasan hurtan Bojonergoro, Purrwodadi maurpurn 

Blora   banyak   ditermuri  kasurs   dimana   orang/warga   masyarakat   karerna   alasan 

erkonomi merlakurkan pernerbangan satur         burah pohon kayur         dihutr         an derngan tanpa ijin, 

ditangkap,  ditahan  dan  didakwa  terlah  merlakukr               an  tindak  pidana  illegar  l  logging 
 

serbagaimana kertenr              tuanr pasal 50 dalam Urndang-urndang No. 41 tahunr                      1999 tentr                       ang 
 

Kerhurtanan. 
 

Sebr              erlurm berr           lakurnya undar  ng-urndang No. 41 tahunr                        1999 tentr                       ang Kerhutr         anan, 
 

mernerbang, mermotong, merngambil dan mermbawa kayur          hasil hurtan tanpa ijin dari 
 

perjabat  yang  berrwernang  dikernakan  pasal-pasal  dalam  KUHr                     P,  namurn  setr         erlah 
 

berr           lakurnya   UrUr                    No.   41   tahurn   1999   terntang   Kerhurtanan   terr          hadap   perrbu ratan 

mermanfaatkan   kayur                    hasil   hurtan   tanpa   ijin   pihak   yang   berrwernang   terrserburt 

dikernakan pidana serbagaimana terrcanturm dalam pasal 50 jo pasal 78 UrUr          No. 41 

tahurn 1999  yang  notabenr              er            ancaman pidananya  lerbih  berr          at  dibandingkan derngan 
 

apabila dikernai pasal-pasal dalam KU rHP. 
 

Adanya berrbagai kasusr                   didaerr          ah dimana seseorr rang karenar  sekr               edarr mermernurhi 
 

kebr              utr         uhanr ekor nomi menerr  bang, merngambil dan mermbawa serbatang kayur        dari hutr         an 
 

tanpa  ijin  perjabat  yang  berrwernang  dikernakan  tindak  pidana  illegr               al  logging  bila 
 

dikaitkan    derngan    turjuran    permidanaan    mernimburlkan    perr           masalahan    yang 

dihurburngkan  derngan  turjuran  pernanggurlangan  kerjahatan  (criminal policy)  serbagai 

urpaya   perrlindu rngan   masyarakat   urnturk   merncapai  keradilan   dan   kerserjahterraan 

masyarakat  (social  werlfarer),  me rnjadikan  permikiran  curkupr adilkah  merrekr  a yang 
 

karerna  serkerdar  mermernurhi  kerburturhan  erkonomi/perru rt  diancam  derngan  hurkurman 

yang  sama  derngan  permilik  modal  yang  jerlas-jerlas  merncurri  kayu r              hutr         an  derngan 

turjuran urntukr                        mermperr          olerh keur               rntungar  n yang serbersarbesarr  nya. 
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Dalam merngantisipasi upr aya penr  anggurlangan tindak pidana Illergal Logging 
 

ini  mernjadi  sangat  pernting  urnturk  merlakurkan  suratur                 kerbijakan  hurkurm  pidana 
 

khusr            ursnya kerbijakan legr                islatif, yaitur        bagaimana mermformurlasikan suatr                      ur        perbur atr                      an 
 

yang dianggap serbagai tindak pidana illegr               al Logging, syarat  apa saja  yang harusr  
 

dipernurhi urnturk mermperrsalahkan/mermperr          tanggurngjawabkan serserorang merlakurkan 

perr          buratan illergal logging dan sanksi/pidana apa yang serpaturtnya dikernakan serrta 

Salah   satur                      perrursakan   lingkurngan   yang   akhir-akhir   ini   terr           jadi   yaitu r  

 

penr              erbangan  pohon  secarr  a   liar   yang   bisa   mernyerbabkan   gurndurlnya   hutr         an  di 
 

Indonersia. Dan dapat merngakibatkan berncana alam serperrti kerbanjiran, 

pernggurndurlan  hurtan,  dan  lainnya.  Serhingga  terrjadi  perningkatan  pernggurndurlan 

hutr         an yang tak terrkerndali hanya urnturk kerpenr              tingan pribadi. 
 

Adapurn  kronolgi  dalam  purtusr            an  pidana  No.  147/Pid.B/LH/2022/PN  Blg 

yaitur           Bahwa  ia Terr          dakwa I Rizal Simamora, berrsama sama derngan Terrdakwa II 

Rikardo  Sihombing,  Terr          dakwa  III  Dandy  Sirergar,  Terr          dakwa  IV  Iman  Selr        amat 

Hutr         abarat, Terrdakwa V Mori Ilfrado  Nababan dan Sdr.Herrdin Hurtabarat (Masurk 

Dalam  Daftar  Perncarian  Orang)  pada  hari  Rabur                tanggal  07  Serptermberr   2022 

sekr                itar pukr               url 14.00 wib di Desar  Jonggi Nihutr         a Kec.r  Lurmban Jurlur          Kab.Toba ataur 

 

setr         idak-tidaknya  pada  waktur                 lain  dalam  burlan  Sepr               temberrr  2022  bertr                   ermpat  di 
 

Kawasan  Hurtan  yang  berrlokasi  di  Jonggi  Nihurta  Kerc.  Lurmban  Jurlur             Kaburpatern 

Toba  ataur             sertidak-tidaknya  pada  suratur             termpat  lain  yang  masih  terrmasurk  dalam 

daerr          ah hurkurm Perngadilan Nergerr           i Balige,r                 yang merlakukar  n, mernyurr          uhr                        merlakukar  n, 
 

turr          urt  serrta  merlakurkan  pernerbangan  pohon  dalam  kawasan  hurtan  tanpa   mermiliki 

izin yang dikerlurarkan olerh perjabat yang berrwernang. 
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Hal inilah yang mermburat pernerliti terr          tarik urnturk menr              gkaji lerbih dalam dan 
 

mernerlursurri   asperk    normatif    dalam    pernanganan    tindak    pidana     perru rsakan 

lingkurngan.  Khursursnya  pernanganan tindak  pidana  perrursakan  lingkurngan di desr            a 

Pancinaran   Kaburpatern   Tapanurli   U rtara   derngan   merngangkat   jurdurl   “Analisis 

Perr          tanggurng Jawaban Pidana Terrhadap Perlakur          Pernerbangan Hurtan (Sturdi Purtusr            an 

No. 147/Pid.B/LH/2022/PN Blg)”. 

1.2 Rumusan Masalah 
 

Berrdasarkan urraian latar berlakang yang terlah di jerlaskan di atas, maka dapat 
 

ditarik pokok perrmasalahan dalam pernanganan hukr               urm tindak pidana  lingkurngan 
 

terr          hadap  perru rsakan  lingkurngan.  Dari  hal  terr          serburt  lahirlah  berberrapa  ru rmursan 

masalah yang mernjadi inti permbahasan skripsi ini, antara lain : 

1. Apa  saja  bernturk  perr          tanggunr              g  jawaban  pidana  yang  dapat  dikernankan 
 

kerpada perlakur        pernerbangan hurtan? 
 

2. Bagaimana pernjaturhan pidana dan dernda dalam tindak pidana pernerbangan 

pohon sercara liar (Sturdi Purtursan No. 147/Pid.B/LH/2022/PN Blg)? 

1.3 Tujuan Penelitian 
 

Berr          dasarkan rurmusr            an masalah di atas maka pernerlitian ini dilakukr               an dengar  n 
 

turjuran unr              tukr                       : 
 

1. Merngertahuri  bernturk  perrtanggu rng  jawaban  pidana  yang  dapat  dikernankan 

kerpada perlakur        pernerbangan hurtan 

2. Merngertahuri pernjaturhan pidana dan dernda dalam tindak pidana 
 

penr              erbangan pohon sercara liar (Studr                i Putr         usr            an No. 147/Pid.B/LH/2022/PN 
 

Blg). 
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1.4 Manfaat Penelitian 
 

Manfaat yang dapat diambil dari pernerlitian yang penr  

antara lain: 
 

1. Sercara Teroritis 

iliti lakurkan ini 

 

Hasil pernerlitian  ini dapat  dijadikan serbagai bahan kajian  lerbih  lanjurt 

urnturk   merlahirkan  berberrapa  konserp   ilmiah  yang  ada  pada  gilirannya  akan 

mermberri  surmbangan  permikiran  bagi  perrkermbangan  ilmur                hurkurm  kerpidanaan 

khusr            ursnya  merngernai  kerbijakan  hurkurm  dalam  mernangani  pernerbangan   hutr         an 

yang merngakibatkan kerru rsakan lingkurngan. 

2. Sercara Praktis 
 

Sebr              agai pedor  man dan masukar  n bagi sermuar                        pihak  terr          utr         ama  masyarakat 
 

agar  lerbih  mermahami  kerbijakan  hurkurm  dalam  mernangani  pernerbangan  hurtan 

yang  merngakibatkan  kerrusr            akan  lingkurngan.  Serbagai  bahan  informasi  sermura 

pihak yang berr          kaitan dan kalangan akadermis urnturk mernambah wawasan dalam 

bidang hurkurm kepr idanaan terrkait kerbijakan hukr  urm dalam mernangani 
 

pernerbangan hutr         an yang merngakibatkan kerrusr            akan lingkurngan. 
 

1.5 Keaslian Penelitian 
 

Penr l              erllit ian ini dilakurkl               an dernl             gan perrl         timbangan bahwa  berlr           dasarkan informasi 
 

dan  pelnr er llur lsurrl          an  kelrpurstl                    akaan  dalam  skripsi ataurpl               urln jurrl           nal ber llur lm ada  penr  erll lit ian 
 

yang  dilakurlkan der lngan  jurldur ll  ini.  Akan tertl        api,  diterlmurkl  an  ber lberr l          apa  judlr  urll skripsi 
 

atauprl              unlr                       jurlr          nal yang belrrhu r lbur lngan der lngan topik dalam skripsi ini antara lain: 
 

1. Ika  Sari Mahasiswa  Fakulr  ltas  Hu rlkurl m U rlniverrl         sitas  Merldan  Arelra  derlngan  jurldurl l 

skripsi “Tanggurng Jawab   Perru rsahaan hak perngursaha hurtan   terrhadap 

penr  gerru rsakan   lingkurngan   hidur                    ditinjaur                    dari  asperk   hukr urm  perrdata   (PD. 
 

Baperdalsur). Perrmasalahan yang dibahas yaitu:r  
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a. Bagaimana   tanggurng   jawab   perngursaha   HPH   terrhadap   perngerru rsakan 

Lingkurngan Hidurp? 

2. Blinton Mangojak  Samosir  Mahasiswa  Fakurl ltas Hu rlkulr  m Url nivelrrsitas Merldan 

Arelra  derlngan jurldurl l skripsi “Kajian Hurku rm Ke rhurtanan Terr          hadap  Perru rbahan 

Perr          urnturkan  Kawasan  Hurtan  Mernjadi  burkan  Kawasan  Hutr         an  d  Provinsi 

Riaur”. Perrmasalahan yang dibahas yaitur        : 

a. Bagaimana   perngaturran   hu rkurm   kerhurtanan   dalam   kaitannya   terrhadap 
 

perr          urbahan   perru rnturkan   kawasan   hutr        an   mernjadi   bukr               an   hutr         an   urntukr  
 

perr          kerburnan.? 
 

b. Bagaimana  tata  cara  yang  dilakurkan  Permerrintah  terrhadap  perr          urbahan 
 

perr          urntukr an  kawasan  hutr         an  mernjadi  bukr  an  hutr         an  urntukr  perrkerburnan  di 
 

Provinsi Riaur.? 
 

c. Bagaimana hasil pernyerlersaian yang dilakurkan Permerrintah Provinsi Riau r  

terr          hadap  perr          urbahan  perru rnturkan  kawasan  hurtan  mernjadi  burkan  hurtan 

urnturk perrkerburnan.? 

3. Murhammad Rifky Alfarisi Mahasiswa Fakulr  ltas Hurlkurl m Url niverlrsitas Merldan 
 

Arerla derlngan judlr                ulr  l skripsi “Perran Dinas Ke rhutr          anan dalam   upr                aya 
 

penr              anggurlangan  tindak  pidana  illegar  l  logging  di  kabupatr  enr  langkat  (Studir  
 

Kasurs Dinas Kerhutr         anan Kaburpatern Langkat)”.  Perrmasalahan yang dibahas 

yaitur: 

a. Bagaimanakah  Perran  Dinas  Kerhurtanan  dalam  urpaya  mernanggurlangi 
 

tindak pidana illegr               al logging? 
 

b. Apa  saja  hambatan  yang  dihadapi  olerh  Dinas  Kerhurtanan  Kaburpate rn 

Langkat dalam mernanggurlangi tindak pidana illergal logging? 
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Berrl         dasarkan per lmaparan diatas, penlr              er llit ian per lnur llis yang belrrjudlr               ur ll “Analisis 
 

Perr          tanggurng   Jawaban   Pidana   Terr          hadap   Perlakur                     Pernerbangan   Hurtan (Sturdi 
 

Putr          u rsan No. 147/Pid.B/LH/2022/PN Blg)”. Me r lmiliki perlrbedlr               aan denglr  an 
 

pelrner llit ian ser lber llur lmnya, yang dimana per lner llit ian ini mer lmbahas ternl             tang bagaimana 
 

penr              gaturr          an  hukr               urm dan  sanksi pidana  dalam tidak  pidana  lingkurngan  terrhadap 
 

perlakur       perru rsakan lingkurngan. Derngan rurmursan masalah serbagai berr           ikurt: 
 

1) Apa  saja  bernturk  perrtanggu rng  jawaban  pidana  yang  dapat  dikernankan  kerpada 

perlakur        pernerbangan hurtan 

2) Bagaimana pernjatuhr              an pidana dan dernda dalam tindak pidana penr               erbangan pohon 
 

secr             ara liar (Studir  Putr         usar                         n No. 147/Pid.B/LH/2022/PN Blg)? 
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r  r  r  r 

r                    r 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 

 
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana 

 
Tindak pidana ataur        delr        ik dalam bahasa Berlanda diserburt strafbaar ferit, terrdiri 

atas  tiga  kata,  yaitur             straf,  baar  dan  ferit.  Dari  istilah-istilah  yang  masing-masing 

mermiliki  arti:  Straf  diartikan  serbagai  pidana  dan  hurkurm,  Baar  diartikan  serbagai 

dapat  dan  bolerh,  dan  ferit  diartikan  serbagai  tindak,  perristiwa,  perlanggaran  dan 

perbuatan.11 Perbed aan kerduar  istilah terrsebr  urt adalah serbagai berr           ikurt: erlermernerle rmern 
 

dalam  suratur                 perrbu ratan  pidana  adalah  urnsurr-u rnsurr  yang  terrdapat  dalam  suratur  

perr          buratan  pidana.  Urnsurr  terrserburt  baik  yang  terrtu rlis  maurpurn  yang  tidak  terrturlis. 

Besr            tanderll merngandurng arti urnsurr perrbu ratan pidana yang sercara erxprersisiv verrbis 

terr          turang dalam suar  tur        rurmursan derlik ataur        perr          buar tan pidana. 
 

Denr  gan kata  lain,  “erlermernt”perrbuar  tan pidana  merliputr          i urnsurr  yang  terrturlis 
 

dan  urnsurr  yang  tidak  terr          turlis,  serdangkan  “berstanderll”  hanya  merlipurti  perrbu ratan 

pidana yang terr          turlis saja.Terrjadi perrberdaan perndapat maurpurn pernggurnaan istilah di 

antara  pakar  hurkurm  bidang  pidana  yang  mernggurnakan  istilah  urnturk  mernurnjukr  

kepr               ada   tindak   pidana.   Salah   satur                     pakar   yaitur                     Moerljatno,   mermakai istilah 
 

“perr           buratan pidana”, dan burkanistilah tindak pidana. Perrbu ratan pidana mernurru rtnya 
 

merr          urpakan  perrbuar  tan  yang  olehr  aturran  hu rkurm  pidana  dilarang   dan   diancam 
 

derngan  pidana  barang  siapa yang merlanggar larangan terr          serburt. 
 
 
 
 
 
 

 

11 Amir Ilyas, Asas-asas Hukum 
2012, hal. 19. 

Pidana, Rangkang Erducr           ation & Pukr             a p Indonersia, Yogyakarta, 
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r  r  r  r  r  r  r  r 

r                        r r  r  r 

r                    r 

r  r                     r 

Mernurrutr  Simons, strafbaar feir         t merrupr  akan suratur handerling 
 

(tindakan/perrbu ratan)  merlawan  hukr               urm  yang  berr          kaitan  derngan  kesar                         lahan  (schulr         d) 
 

sesr            erorang  yang  mampur                berrtanggu rng  jawab.  Kersalahan  yang  dimaksurd  Simons 

adalah kersalahan dalam arti luras yang  merlipurti kerserngajaan (dolurs) dan alpa atau r  

lalai (culpa lata). 12 Pompe memberikan dua macam definisi, yaitu yang bersifat 

teor ritis dan yang berrsifat unr  dang-urndang. Derfinisi teroritis ialah perlanggaran norm 
 

(kaidah tata hu rkurm)  yang di adakan karerna kersalahan perlanggar, dan yang harurs 
 

diberr           ikan  pidana  urnturk  dapat  mermperr          tahankan  tata  hukr               umr dermi  mernyerlamatkan 

kesejahteraan umum.13 

Berr          dasarkan urraian di atas, dapat disimpurlkan bahwa tindak pidana adalah 
 

suar             tur              perbur  atr                      an  baik  aktif  maupr               urn  pasif  yang  dilarang  dan  diancam  hukr               urman 
 

(pidana) olerh urndang-urndang yang harurs diperrtanggu rngjawabkan olerh perlakurnya. 
 
 

2.1.2. Unsur – Unsur Tindak Pidana 
 

U rnsurr-u rnsurr  tindak  pidana  itu r             serndiri  terrdapat  perrberdaan  di  antara  para 

pakar  tertapi  serbernarnya  hal  ini  tidak  bergitur              pernting  serbab  perrsoalannya  hanya 

merngernai  perrberdaan  konstrurksi  yurridis  dan  tidak  merngernai  perrberdaan  dalam 

penr  jaturhan  hurkurm pidana.  Urnsurr-u rnsurr  tindak  pidana  terrdiri dari u rnsurr  subr  jerktif 
 

dan  objekr             tif,  mernurutrr  soermitro,  unsur  rr                      objektr                        if  tindak  pidana  adalah  u rnsurr                       yang 
 

merlerkat pada diri si perlakur        di tinjaur         dari sergi batinnya,  yaitur         : 
 

a) Kerserngajaan (dolurs) ataur        kear              lpaan (curlpa) 
 

b) Niat ataur        maksurd derngan serngaja bernturknya 
 

c) Ada ataur       tidaknya perrerncanaan urntukr                      merlakukar  n perbur  atr                      an terseburr  tr 
 
 
 

12 Moeljatno, Asas-asas Hukum 
13 A. Zainal Abidin Farid, Hukum 

 
Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hal. 1. 

Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 224-225. 
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r  r                    r 

d) Adanya perr          asaan takutr         . 
 

Serlain  itur             berliaur             jurga  mernderfinisikan  urnsurr  objerktif  adalah  hal-hal  yang 
 

berr          hurburngan derngan keradaan lahirlah ketr         ika pidana itur        dilakukr               an dan berrada diluarr  
 

batin si perlakur          itur: 
 

a) Sifat merlawan hukr               urm dari perbur  ratan itu.r 
 

b) Kuar  litasa ataur         perrbu ratan si perlakur, misalnya serbagai ibur, pergawai negr  err           i sipil 
 

dan hakim. 
 

c) Kuralitas yaitur         berrhu rburngan denr              gan serbab akibat yang terr          dapat didalamnya. 
 

U rnsurr-u rnsurr tindak pidana mernurru rt R. Soersilo adalah serbagai berriku rt: 
 

a) Urnsurr-Unr  surr Objekr  tif Serbagai Berriku rt : 
 

1. Perrbu ratan manursia yaitur         perrbu ratan positif, ataur         nergatif yang mernyerbabkan 

perlanggaran pidana 

2. Akibat  perrbuar             tan  manusr            ia  yaitur                akibat  yang  terr          diri  atas  merrusr            ak  ataur 

 

mermbahayakan   kerperntingan-kerperntingan  hurkurm   yang   mernurru rt   norma 

hurkurm pidana itur        perrlu r        surpaya dapat di pidana. 

3. Sifat merlawan hukr  urm dan sifat dapat dipidana jika perrbuar  tan itur          merlawan 
 

hurkurm dan merlawan urndang-urndang. 
 

4. Kuralitas yaitur                tiap-tiap  perristiwa  yang  terrjadi  itu r               terntur                ada  serbabnya. 
 

Perr           istiwa yang satur          adalah akibat perristiwa yang lain ataur          suratur         perristiwa 

mernimburlkan satur        ataur        berberrapa perristiwa yang lain. 

b) U rnsurr          -Urnsurr Su rbjerktif Me rlipurti: 
 

Kersalahan  yaitur            kersalahan dari orang  yang  merlanggar  norma  pidana  artinya 
 
 
 
 
 

 

14 Soemitro, Hukum Pidana, FH UNr ISRI, Surr         akarta. 1996, hal 36 

14 
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r  r  r  r  r  r  r 

r  r  r  r 

r  r                      r r  r  r 

r  r                      r r  r                      r 

r  r  r  r 

pelanggaran itu harus dapat di pertanggungjawabkan kepada pelanggar. 15 
 

2.1.3. Pelaku Tindak Pidana 
 

Perlakur          tindak pidana merru rpakan kumr                      purlan kerlompok ataupr               unr                        orang yang 
 

merlakurkan suratur        tindakan ataur        tindak pidana yang berr          kaitan derngan arti orang yang 

merlakurkan derngan urnsurr kerserngajaan ataur         tidak  serngaja serperrti yang terlah terrterra 

dalam U rndang-U rndang ataur           yang terlah timburl akibat  yang tidak dikerherndaki olerh 

U rndang-U rndang, baik itur         urnsurr objerktif ataurpunr                       subjektrr  if, tanpa merlihat perbur  atr                      an 
 

terr          s ebr  urt dilakukr               a n atas tindakan sendiri ataupun dengan dorongan orang lain.16 
 

Orang  yang  dapat  dinyatakan  serbagai  perlakur              tindak  pidana  yaitur              dapat 
 

dilihat dalam berberrapa kategr               ori, anatara lain serbagai berr           ikutr         : 
 

1. Orang   yang   merlakurkan   (daderr   plagern),   orang   yang   berrtindak   serndiri   urturk 

merlakurkan turjurannya dalam suratur        perr          buratan tindak pidana. 

2. Orang  yang  mernyurru rh  merlakurkan  (doenr plagenr  ),  urnturk  merlakurkan  suratur             tindak 
 

pidana  diperrlu rkan  paling  serdikit  2  (dura)  orang  yaitur             orang  yang  merlakurkan  dan 
 

orang yang mernyurruhr                        merlakukr                an, jadi bukar  n pihak perr          tama yang merlkukar  n tindak 
 

pidana,  tertapi  derngan  banturan  pihak  lain  yang  merr          urpakan  alat  urnturk  merlakurkan 

tindak pidana. 

3. Orang yang turrurt merlakurkan (merder          plagern), yang artinya  merlkurkan tindak pidana 

Berr          sama-sama.  Dalam  hal  ini  diperrlu rkan  paling  serdikit  2  (dura)  orang  u rnturk 

merlakurkan tindak pidana yaitur         daderr plagenr dan medr  er        plagenr               . 
 

4. Orang  yang  derngan  mermanfaatkan  ataur             pernyalahgurnaan  jabatan,  mermberri  u rpah, 
 

perr           janjian,  mermaksa  serserorang,  ataur             denr              gan  serngaja  mermburjukr  orang/pihak  lain 
 

urnturk merlakurkan tindak pidana. 
 

 

15 R. Soesilo, Pokok Hukum Pidana Peraturan Um 
1984 hal 26. 

urm dan Derlik-Delr        ik Khursurs, Politera Bogor: 

16 Barda Nawawi Arif, Sari Kuliah Hukum Pidana II, Fakultas Hukum Unr dip, Bandunr            g 1984, Hal 37 
17 https://repository.uir.ac.id/3949/5/6-BAB-2.pdf, Tinjauan Um umr merngenr             ai Tindak Pidana, 

diaksers pada tanggal 1 Oktoberr                2023 pada Pukr             ulr              00:08 WIB 

17 
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r  r  r 

r  r  r  r  r                     r 

2.1.4 Jenis-Jenis Tindak Pidana 
 

Sercara teroritis terrdapat  bebr              err          apa  jernis perbur  atr                      an pidana ataur           tindak pidana 
 

dapat diberdakan sercara kuralitatif atas kerjahatan dan perlanggaran. Kerjahatan adalah 
 

recr  htdelr         ictenr ,   yaitur                      perr          buratan-perrbu ratan   yang   berrterntangan   derngan   keradilan, 
 

terr           lerpas  apakah  perrbuar  tan  itur               diancam  pidana  dalam  suratur               unr  dang-urndang  ataur 

 

tidak.  Serkalipurn tidak  dirurmurskan serbagai derlik  dalam urndang-urndang,  perrbu ratan 

ini  bernarbernar  dirasakan  olerh  masyarakat  serbagai  perrbu ratan  yang  berrterntangan 

denr              gan  keadr  ilan.  Sedar  ngkan  perlanggaran  adalah  perbur  atr                      an  yang  olerh  masyarakat 
 

barur                disadari  serbagai  perr          buratan  pidana  karerna  urndang-urndang  merru rmurskannya 

serbagai   derlik.   Perrbu ratan-perrbu ratan   ini   dianggap   serbagai   tindak   pidana   olerh 

18 
masyarakat  karerna unr              dang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana. 

 

Tindak pidana jurga diberdakan atas tindak pidana formil, dan tindak pidana 

materr            iil.   Tindak   pidana   formil   adalah   perrbu ratan   pidana   yang   perru rmursannya 

dititikberratkan  pada  perrbu ratan  yang  dilarang  yaitur              tindak  pidana  terlah  dianggap 

serlersai  derngan  terlah  dilakurkannya  perrbuar             tan  yang  dilarang  olerh  urndang-urndang 
 

tanpa   mermperrsoalkan   akibatnya,   serdangkan   perrbu ratan   pidana   materriil   adalah 

perr          buratan  pidana  yang  perru rmursannya  dititikberratkan  pada  akibat   yang  dilarang 

yaitu r               tindak  pidana  ini  barur               dianggap  terlah  terrjadi  atau r               dianggap  terlah   serlersai 

apabila akibat yang dilarang itur        terlah terrjadi. 

Tindak  pidana  jurga  diberdakan  atas  tindak  pidana   tunr               ggal   dan   tindak 
 

pidana   berr            ganda.   Tindak   pidana   turnggal   adalah   tindak   pidana   yang   curkurp 
 

dilakurkan derngan satur         kali perrbuar  tan. Misalnya pernipuar n, perncurrian, permburnurhan. 
 

Sedr               angkan tindak pidana berr          ganda terr          jadi apabila dilakukar  n berberr          apa kali perbur  tr        an. 
 

misalnya pernadahan. 
 
 
 

18 https://repository.uir.ac.id/3949/5/6-BAB-2.pdf, diakses pada tanggal 29 Juli 2024 pukul 17.00 WIB. 
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Tindak pidana yang diberdakan atas derlik aduran dan derlik biasa. Derlik aduran 
 

adalah perrbu ratan pidana  yang pernurntutr         annya hanya dilakukr               an jika ada perngaduran 
 

dari  pihak  yang  terrkenr               a  ataur             yang  dirugr                ikan.  Derlik  aduar              n  dibedakar  n  dalam  duar  
 

jernis,  yaitur              derlik  aduran  absolurter              dan  derlik  aduran  rerlativer.  Derlik  aduran  absolurter 

 

adalah  derlik   yang   mermperrsyaratkan  secr             ara  absolutr         er                   adanya  perngaduanr  untr                       ukr 
 

penr              urntutr         annya. Sedangkr  an derlik aduar              n rerlativer          adalah derlik yang dilakukar  n masih 
 

dalam lingkurngan kerlurarga. Derlik  biasa adalah derlik  yang tidak  mermperrsyaratkan 

adanya perngaduran urnturk pernurnturtannya. 

Mernurru rt sisterm KU rHP, dibedr                akan antara Kerjahatan terr          dapat dalam Bukr               ur        II 
 

dan   Perlanggaran   dimurat   dalam   Burkur                     III.   Kerjahatan   adalah   perrbu ratan   yang 
 

berr          terntangan   derngan   kear             dilan   merskipurn   perr          aturr          an   perr          urndang-urndangan   tidak 
 

merngancamnya derngan pidana. Serdangkan Perlanggaran ataur        tindak pidana urndang- 

urndang  adalah perrbu ratan  yang  olerh  masyarakat  barur            dirasa  serbagai tindak  pidana 

karerna  ada  perratu rran  perru rndang-urndangan  yang  merngaturrnya.  Mernurru rt  M.v.T 

(Memr                     orier            van  Toerlichting)  yang  dikutr          ib  olerh  Moeljatr  no,  bahwa  kerjahatan  adalah 
 

“rerchtsdelr         ictenr ”  yaitur            perrbuar  tan-perrbu ratan  yang  merskipurn tidak  ditenr  turkan dalam 
 

urndang-urndang,  serbagai   perr          buratan   pidana,   terlah   dirasakan   serbagi   perrbu ratan 

yang berrterntangan derngan tata hurkurm. 

Sedr               angkan  perlanggaran  adalah  “wertsderlictenr                ”  yaitur                 perbur  atr                      an-perbur  atr                      an 
 

yang sifatnya me rlawan hukr  urmnya barur          dapat dikertahuri serterlah ada kertenr turan yang 
 

mernernturkan dermikian. 
 

Kitab   Urndang-U rndang   Hurkurm   Pidana,   permbagian   atas   kerjahatan   dan 

perlanggaran  didasarkan  pada  berrat  ringannya  pidana.  Kerjahatan  terrdapat  dalam 

Bukr ur          II, dan Perlanggaran diaturr dalam Bukr  ur          III. Ancaman pidana dalam kerjahatan 
 

rerlatif lebr               ih berr          at dari pada perlanggaran. 
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u 19 Berberr          apa perrbedr               a an terr          sebr rt dapat dilihat dari : 
 

a. Dalam hal perr          cobaan, hanya kerjahatan yang dapat dipidana, serdangkan 

perr          cobaan dalam perlanggaran tidak dipidana. 

b. Hal  permbanturan,   permbanturan  dalam  hal   merlakurkan  tindak  pidana 

kerjahatan  dapat  dipidana,  dalam  hal  permbanturan  merlakurkan  tindak 

pidana perlanggaran tidak dipidana. 

c. Dalam    hal   pernyerr          taan    yang    dilakurkan    terrhadap    tindak    pidana 

mernggurnakan alat perrcertakan hanya berrlaku r          bagi kerjahatan, serdangkan 

dalam perlanggaran tidak berr           lakur. 

d. Kerterntuar             n pidana dalam perr          undr ang-undar  ngan Indonesr            ia hanya 
 

diberrlaku rkan  bagi  sertiap  pergawai  negr               err           i  yang  di  lurar  wilayah  hukr               urm 
 

Indonersia merlakukr               an kerjahatan jabatan, dan bukr                an perlanggaran jabatan. 
 

e. Ternggang   dalurwarsa, baik   urnturk   hak mernernturkan   maurpurn   hak 
 

penr               jalanan  pidana  bagi  perlanggaran  adalah  lerbih  perndekr  dari  pada 
 

kerjahatan. 
 

f. Dalam   hal   perrbarerngan   perrbu ratan   (concurrsurs),   systerm   pernjaturhan 

pidana  dalam concurr            surs kerjahatan  mernggurnakan  sisterm absorbsi  yang 

diperrberrat,   serdangkan   dalam   concurrsurs   perlanggaran   mernggurnakan 

sisterm kurmurlasi murrni. 

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirurmurskan derngan mernitik 
 

berr          atkan pada perrbu ratan yang dilarang. Jika serseor rang terlah berr           buar  t sersurai derngan 
 

ru rmursan  derlik   maka   orang   itur                   terlah   merlakurkan  tindak   pidana   (derlik),   tidak 
 

diperrmasalahkan  bagaimana  akibat  dari   perrbuar              tan   itu.r Contoh   :   Pasal   362 
 

KU rHP. 
 
 
 

19 Op.cit, Hal 18 
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r  r 

Tindak pidana dolurs adalah tindak pidana  yang  mermurat  urnsurr kerserngajaan 
 

dalam rurmursannya. Contoh : Pasal 338 KU rHP tenr              tang Permburnurhan (sengr  aja), dan 
 

Pasal 187 KU rHP terntang kerserngajaan mermbakar ataur          mernye rbabkan perlertursan ataur  

banjir.  Tindak  pidana  curlpa  adalah  tindak  pidana  yang  mermurat  urnsurr  keralpaan 

dalam   perru rmursannya.   Contoh   :   Pasal   359   KU rHP   terntang   keralpaan   yang 

mernyerbabkan orang mati ataur         lukr               a. 
 

Tindak  pidana  Comissionis  yaitur              tindak  pidana   yang   berru rpa   perr          buratan 

aktif.  Perrbu ratan  aktif  adalah  perrbu ratan  yang  urnturk  merwurjurdkannya  diisyaratkan 

adanya  gerrakan  dari  anggota  turburh   orang   yang   berrbu rat.   Contoh   :   Pasal   362, 

338, dan 378 KU rHP. Terr          dapat derlicta commisionis perrommisionemr  commissa yaitur  

 

derlik-derlik yang urmurmnya terrdiri dari berr           buar  t sersuar  tur, tertapi dapat purla dilakurkan 
 

denr              gan  tidak  berbur  atr                      .  Sebagar  i  contoh  seor                rang  ibur             sengr  aja  tidak  mermberr           i  makan 
 

kepr               ada  bayinya,  lalur              anak  itur              mati  kerlaparan,  maka  ibur              terrsebur  tr                     dapat  dipidana 
 

berdasarkan Pasal 338 KUHP.27 
 

Tindak  pidana  aduar  n  timburl  karenr  a  adanya  perngaduran  dari  korban  ataur 

 

kerlurarga  korban  yang  dirurgikan.  Contoh  :  Pasal  310  KUrHP  terntang  perncermaran 
 

nama baik. Tindak pidana biasa merrupr               akan tindak pidana yang serbagian besarr  telar                      h 
 

terr          canturm dalam KU rHP dimana dalam tindak pidana biasa terrsebr  utr tanpa ada aduran 
 

dari siapapurn, perlakur        dari tindak pidana terrserburt dapat diturnturt sercara hukr               urm. 
 

Tindak  Pidana  Commurnia  adalah tindak  pidana  yang  dapat  dilakurkan olerh 

sermura  orang  pada  urmurmnya,  tindak  pidana  mermang  diberrlaku rkan  pada  sermura 

orang. Tindak Pidana Propia adalah tindak pidana yang hanya dapat dilaku rkan olerh 

orang yang berrku ralitas terrterntur. Contoh : Pasal 346 KUHr  P tenr tang serorang wanita 
 

yang mernggurgurrkan kandu rngannya serndiri. 
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r  r  r  r 

Tindak  pidana  dalam  bernturk  pokok  dirurmurskan  secr             ara  lerngkap,  artinya 
 

sermura urnsurr  yang terr          canturm dalam rurmursan pasalnya terlah diturlis sercara  lerngkap 
 

denr  gan kata lain terrkandu rng perngerrtian yu rrudr  is dari tindak pidana terrserburt, contoh 
 

Pasal  362  terntang  penr               curr           ian.  Sedangkar  n  dalam  berntukr  yang  diperrberr          at   maupr               urn 
 

yang  diperringan  mernyerburtkan  kuralifikasi  pasal  dalam  bernturk  pokoknya,  yang 
 

kermudr                ian ditambahkan urnsurr                     yang berr          sifat  mermberr          atkan ataur           merringankan secarr  a 
 

tergas dalam rurmursan. 
 

Adanya faktor yang mermberratkan mau rpurn faktor yang merringankan, maka 

ancaman pidana  mernjadi lerbih berrat  mau rpurn mernjadi lerbih ringan daripada dalam 

pasal berntukr                      pokoknya. 
 

Contoh   tindak   pidana   yang   diperrberr          at   :   Pasal   340   KU rHP   terntang 

permburnurhan   berrerncana   (urnsurr   yang   me rmperrberrat   ialah   adanya    perrerncanaan 

terr           lerbih dahurlur), contoh tindak pidana yang diperringan : Pasal 341 KU rHP terntang 

permburnurhan  yang  dilakurkan  olerh  serorang  ibur             terrhadap  anaknya  yang  baru r              lahir 

(unr  surr  yang mermperringan yaitu r        terrletr         ak pada subr               y ekr  hukumnya : seorang ibu).20 
 
 
 
 

2.2. Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban Pidana 
 

2.2.1. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana 
 

Penr              gerr          tian  Perr          tanggurng  Jawaban  Pidana  Perr          tanggungr  Jawaban  pidana 
 

dalam   istilah   asing   terrserburt   jurga   derngan   terorerkernbaardherid   ataur                      criminal 

resr            ponsibility yang mernjurr          urs kerpada permidanaan petr         indak derngan maksurd urnturk 

mernernturkan apakah sesr            erorang  terr          dakwa ataur           terrsangka  diperr          tanggurng  jawabkan 

atas  suratur                tindakan  pidana  yang  terr          jadi  ataur                 tidak.  Dalam  Pasal  34  Naskah 

Rancangan  KUrHP  Barur             dirurmurskan  bahwa  perrtanggu rngjawaban  pidana  adalah 

 
20 Op.cit Hal 18 
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diterru rskannya  cerlaan  yang  objerktif  pada  tindak  pidana  berrdasarkan  kerternturan 
 

hukr  urm  yang  berrlaku r.  Sercara  surbjerktif  kerpada  permbuar  t  yang  mermernurhi  syarat- 
 

syarat   dalam   urndang-urndang   (pidana)   urnturk   dapat   dikernai   pidana   karerna 
 

perr          buratannya  itur.  Serdangkan,  syarat  unr  tukr adanya  perrtanggu rngjawaban  pidana 
 

ataur                     dikernakannya   suratur                     pidana,   maka   harurs   ada   urnsurr   kersalahan   berru rpa 

kesr            erngajaan  ataur             keralpaan.  13  Pasal  27  konserp  KU rHP  1982/1983  merngatakan 

perr          tanggurngjawaban pidana  adalah diterr          urskannya  cerlaan  yang  objerktif ada  pada 

tindakan berrdasarkan hukr  urm yang berrlaku r, sercara surbjerktif kepr  ada permburat yang 
 

mermernurhi   syarat-syarat   urndangurndang   yang   dapat   dikernai   pidana   karerna 

perrbu ratannya itur. 

Konsepr  Rancangan  KUHPr  Barur               Tahurn  2004/2005,  di  dalam  Pasal  34 
 

mermberrikan derfinisi perrtanggu rngjawaban pidana serbagai berriku rt: 

Perr          tanggurngjawaban  pidana  ialah  diterru rskannya  cerlaan  yang  objerktif  yang  ada 

pada tindak pidana dan sercara surbjerkti kepr               ada serseor                rang  yang  mermernurhi syarat 
 

urnturk  dapat  dijatuhr               i  pidana  karenar perbur  atr                      annya  itu.r                      Di  dalam  pernjerlasannya 
 

dikermurkakan:  Tindak  pidana  tidak  berrdiri  serndiri,  itur             barur             berrmakna  manakala 

terr          dapat  perrtanggu rngjawaban  pidana.  Ini  berrarti  sertiap  orang  yang  merlakurkan 

tindak pidana tidak derngan serndirinya harurs dipidana. Urnturk dapat dipidana harurs 

ada   perrtanggu rngjawaban   pidana.   Perrtanggu rngjawaban   pidana   lahir   derngan 

diterru rskannya  cerlaan  (verwijbaarherid)   yang  objerktif  terrhadap  perr           buratan  yang 

dinyatakan  serbagai  tindak  pidana  yang  berrlaku r,  dan  sercara  surbjerktif  kerpada 

permbuar             t  tindak  pidana  yang  mermernurhi  perrsyaratan  untr                       ukr  dapat  dikernai  pidana 
 

karerna perrbu ratannya. Dalam bahasa Berlanda,  istilah perrtanggu rngjawaban pidana 

mernurru rt Pomperer         terrdapat padanan katanya, yaitu r         aansprakerlijk, verrantwoorderlijk, 

dan toerrerkernbaar. 
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Orangnya yang aansprakerlijk ataur verrantwoorderlijk, serdangkan 

toerr          erkernbaar  burkanlah  orangnya,  tertapi  perrbu ratan  yang  diperrtanggu rngjawaban 

kepr               ada orang. Biasa perngarang lain mermakai istilah toerr          ekr               eningsr  vatbaar. Pompeer              r 

 

kerberratan  atas  permakaian  istilah  yang  terr          akhir,  karerna  burkan  orangnya  tertapi 
 

perrbu ratan yang toerrekr               eningsr  vatbaar. 
 

Kerbijakan  mernertapkan  suratur             sisterm  perrtanggu rngjawaban  pidana  serbagai 

salah  satur                  kerbijakan  kriminal  merru rpakan  perrsoalan  permilihan  dari  berrbagai 

alterrnatif.       Derngan      dermikian,       permilihan       dan      pernertapan        sisterm 

perr          tanggurngjawaban  pidana  tidak  dapat  dilerpaskan  dari  berrbagai  perrtimbangan 

yang   rasional   dan   bijaksana   sersurai   derngan   keradaan   dan    perrkermbangan 

masyarakat    Serhurburngan    derngan    masalah    terrserburt    di   atas    maka    Romli 

Atmasasmita  mernyatakan  serbagai  berriku rt  :  “Berrbicara  terntang  konserp  liability 

ataur         “perrtanggu rngjawaban” dilihat dari sergi falsafat hurkurm, serorang filosof bersar 

dalam bidang hurkurm pada abad ker-20, Roscour          Pournd, dalam An Introdurction to 

ther          Philosophy of Law, terlah merngermukr               akan perndapatnya ”I …. Userr  ther          simple r  

 

word  “liability”  for  ther            situration wherrerby oner            erxact  lergally and  otherr  is  legr               ally 
 

subr               jectr                      edr  to ther exactr  ion. Berr          titik tolak pada rurmusar                         n tentr                       ang 
 

“perr          tanggurngjawaban”  ataur               liability  terrsebr              utr                        diatas,  Poundr  mermbahasnya  dari 
 

sudr  utr pandang filosofis dan sisterm hurkurm sercara timbal balik. Secr  ara sistermatis, 
 

Pounr              d  lerbih  jaurh  merngurr          aikan  perkerr  mbangan  konsepsr  i  liability.  Teor               ri perr          tama, 
 

mernurru rt   Pournd,   bahwa   liability   diartikan   serbagai   suratur                       kewr                     ajiban   untr                       ukr 
 

mermbayar  permbalasan  yang  akan  diterrima  perlakur                dari  serserorang  yang  terlah 

“dirurgikan”.  Serjalan  derngan  sermakin  erferktifnya  perrlindu rngan  urndang-urndang 

terr          hadap  kerperntingan  masyarakat   akan  suratur                  kerdamaian  dan  kerterrtiban,  dan 

adanya keryakinan bahwa  “permbalasan” serbagai suratur          alat  pernangkal,  maka 
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permbayaran  “ganti  rurgi”  berrgerserr  kedr  urdurkannya,  sermurla  serbagai  suratur                “hak 
 

istimerwa”  kermurdian  mernjadi  suratur              “kewr ajiban”.  Ukr urran  “ganti  rurgi”  terrsebr  urt 
 

tidak  lagi dari nilai suratur           permbalasan yang  harurs “diberli”,  merlainkan dari surdurt 
 

kerr          urgian   ataur                       penr              derr           itaan   yang   ditimburlkan   olerh   perbur  atr                      an   perlakur                        yang 
 

berrsangkurtan. 
 

Berrdasarkan  literratu rr  hu rkurm  pidana  serhurburngan  derngan  tindak  pidana 
 

banyak  serkali ditermukr               an  istilah-istilah  yang  mermiliki makna  yang  sama  dengr  an 
 

tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana terr          serbutr                 adalah antara lain: 
 

1. Perrbu ratan merlawan hurkurm. 
 

2. Perlanggaran pidana. 
 

3. Perrbu ratan yang bolerh dihurkurm. 
 

4. Perrbu ratan yang dapat dihurkurm. 
 

Mernurru rt R. Soersilo, tindak pidana yaitur         suratur         perrbuar             tan yang dilarang ataur  

 

yang diwajibkan olerh urndang-urndang yang apabila dilakurkan ataur         diabaikan, maka 
 

orang  yang  merlakurkan  ataur                 merngabaikan  diancam  derngan  hukr               urman.  Mernurr          utr 
 

Moerljatno  “perristiwa  pidana  itur              ialah  suratur              perrbu ratan  ataur              rangkaian  perrbu ratan 

manursia  yang  berrterntangan  derngan  urndang-urndang  ataur            perraturr          an  urndangurndang 

lainnya   terrhadap   perrbu ratan   mana   diadakan   tindakan   pernghurkurman   Simons, 

perr           istiwa   pidana   adalah   perrbu ratan   merlawan   hurkurm   yang   berrkaitan   derngan 

kersalahan  (schurld)  serserorang  yang  mampur                berrtanggu rng  jawab,  kersalahan  yang 

dimaksurd olerh Simons ialah kesr            alahan yang merlipurti dolurs dan curlpurlater. 

Kermampuran  berrtanggu rng  jawab,  mernurru rt  Kitab  Urndang-Urndang  Pidana 
 

Indonersia serserorang  yang dapat  dipidana tidak curkurp apabila orang terrsebr              utr                   terlah 
 

merlakurkan  perr           buratan  yang  berrterntangan  derngan  hurkurm  ataur                berrsifat  merlawan 
 

hukr  urm, akan tertapi dalam pernjaturhan pidana orang terrserburt  jugr  a harurs mermernurhi 
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r  
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syarat  “Bahwa  orang  yang  merlakukr  an  perrbuar  tan  itur              mermpurnyai  kersalahan  ataur 

 

berr          salah. Derngan perr          kataan lain orang terr          serburt dapat diperrtanggunr              g jawabkan atas 
 

perr          buratannya  ataur                jika  dilihat  dari  surdurt  perr          buratannya,  perrbu ratannya  itur                dapat 

diperrtanggu rng  jawabkan”, disini berrlaku r           asas tiada pidana tanpa kersalahan (Nurlla 

poerna  siner             curlpa)  Berrdasarkan  rurmursan  di  atas  diserburtkan  bahwa  urntukr adanya 
 

perr          tanggurng jawaban pidana diperrlu rkan syarat bahwa permburat mampu r  

 

berr          tanggurng  jawab.  Tidaklah  murngkin  serseor                rang  dapat  diperr          tanggurng  jawabkan 
 

apabila ia tidak mampur        urnturk di perrtanggu rng jawabkan. 
 
 
 

2.2.2. Keadaan-Keadaan Yang Dapat Melepaskan Pertanggung Jawaban 

Pidana 

Permbicaraan merngernai alasan pernghapurs pidana  di dalam KU rHP dimurat 

dalam Burkur            I  Bab III Terntang  hal-hal yang  mernghapurskan,  merngurrangkan ataur  

mermberratkan perngernaan pidana. Permbahasan serlanjurtnya  yaitur            merngernai alasan 

penr              ghapurs pidana, yaitur  alasan-alasan yang mermurngkinkan orang yang 
 

merlakurkan perrbu ratan yang mermernurhi rurmursan derlik tidak dipidana. Mermorier         van 

Toerlichting (M. v. T) merngermurkakan apa yang diserburt “alasanalasan tidak dapat 

diperrtanggu rngjawabkannya serserorang ataur          alasan-alasan tidak dapat dipidananya 

sesr            eor rang” M.v.T mernyerbutr 2 (dua) alasan : 21 
 

a. Alasan  tidak  dapat  diperrtanggu rngjawabkannya  serserorang  yang  terrlertak 

pada diri orang itur, 

b. Alasan  tidak  dapat  diprtanggurngjawabkannya  serserorang  yang  terrlertak  di 

lurar orang itu r. 

 
 
 

 

21 https://repositori.um a.ac.id/bitstrear            m/123456789/1513/5/098400004_file5r             . pdf, diaksesr  pada 
tanggal 25 Jurli 2024 purkurl 17.00 Wib 
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Di   samping   perrberdaan   yang   dikermurkakan   dalam   M.   v.   T,   ilmur  

 

penr              getr         ahuran hukr               urm pidana jugar  merngadakan permbedaar  n serndiri terr          hadap alasan 
 

pernghapurs pidana, yaitur        : 
 

1) Alasan  pernghapurs  pidana  yang  urmurm,  yaitur             yang  berrlaku r             urmurm  urnturk 
 

tiap-tiap derlik, hal ini diaturr                  dalam Pasal 44, 48 s/d 51 KUHP.r  
 

2)  Alasan  pernghapurs  pidana  yang  khursurs,  yaitur             yang  hanya  berrlaku r            urnturk 

derlikderlik  terrterntur            saja,  missal Pasal  221  ayat  (2)  KU rHP  :  “mernyimpan 

orang yang merlakurkan kerjahatan dan serbagainya.” Di sini ia tidak diturnturt 

jika ia herndak mernghindarkan pernurnturtan dari istri, surami dan serbagainya 

(orang-orang yang masih ada hurburngan darah). 

Ilmu r                     perngertahuran   hurkurm   pidana   jurga   merngadakan   permberdaan   lain 

terr          hadap   alasan   pernghapurs   pidana   serjalan   derngan   permberdaan   antara   dapat 

dipidananya  perrbuar  tan  dan  dapat  dipidananya  permburat.  Penr  mghapursan  pidana 
 

dapat  mernyangkurt  perr          buratan  ataur                 permburatnya,  maka  diberdakan  2(dura)  jernis 

alasan pernghapurs pidana , yaitur        : 

a. alasan  permbernar,  Alasan  permbernar  mernghapurskan  sifat  me rlawan  hurkurmnya 

perr          buratan,  merskipurn  perrbu ratan  ini  terlah  mermernurhi  rurmursan  derlik  dalam 

urndang-urndang.  Kalaur                perrbu ratannya  tidak  berr          sifat  merlawan  hurkurm   maka 

tidak murngkin ada permidanaan. 

b. alasan    permaaf    ataur alasan    pernghapurs    kesr            alahan,    Alasan    permbernar 
 

mernghapurskan sifat merlawan hurkurmnya perrbuar             tan, meskr  ipurn perbur  atr                      an ini terlah 
 

mermernurhi   rurmursan   derlik   dalam   urndang-urndang.   Kalaur                    perrbu ratannya   tidak 

berr          sifat  merlawan  hurkurm  maka  tidak  murngkin  ada  permidanaan.  Alasan  permaaf 

mernyangkurt pribadi si permburat, dalam arti bahwa orang tidak dapat dicerla ataur         ia 

tidak berrsalah ataur         tidak dapat  diperrtanggu rngjawabkan ,  merskipurn perrbu ratannya 
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berr          sifat merlawan hurkurm. Di sisni ada alasan yang mernghapurskan kersalahan si 

permburat, serhingga tidak dipidana. 

 
 

2.3 Tinjauan Umum Tentang Kehutanan 
 

2.3.1. Pengertian Kehutanan 
 

Penr              gerr          tian  hutr         an  dapat  di tinjaur            dari  faktor-faktor  :  wurjudr  biosfik  lahan 
 

dan turmburhan, furngsi erkologi, kepr               erntingan kegr                iatan operr          asional perngerlolaan atau r 

 

kegr                iatan terrtentr                       ur           lainnya, dan statusr                      hukr               urm lahan hutr         an. Berr          bagai derfinisi hutr         an 
 

yang diburat biasanya mermberrikan pernerkanan terrterntur          dari faktor-faktor terrserburt, 

sesr            urai  derngan  turjuran  pernggurnaan  derfinisi  hurtan  yang  dikerherndaki.  Akan  tetr        api 

pada  urmurmnya  derfinisi-derfinisi  terrsebr  utr merngandurng  sifat-sifat  terr          terntur                  dari 
 

faktor-faktor terr          sebr              utr         . 
 

Mernurru rt Denr              glerr                   yang mernjadi ciri hutr         an adalah : 
 

a) Adanya perpohonan yang turmburh pada tanah yang  luras (tidak terrmasurk 

savana dan kerburn) 

b) Pepr               ohonan turmburh secr              ara berkerr lompok 
 

Penr              gerr          tian  hutr         an  didalam  pasal  1  ayat  (1)  Undr  ang-Urndang  Nomor  18 
 

Tahurn   2013   terntang   Perncergahan   dan   Permberr           antasan   Perrusr            akan Kerhurtanan 
 

“Hutr         an  adalah  suratur             kersaturan  ekr               osisterm  berrupar  hamparan  lahan  berrisi  surmberr  
 

daya alam hayati yang didominasi pepr               ohonan dalam komurnitas alam 

lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya”.23 

Kerhutr         anan ataur         perngerlolaan hurtan adalah aplikasi terhnik perngursahaan dan 

prinsip-pripsip  terhnik  kerhutr         anan urnturk  merngoperr          asikan sifat-sifat  hutr         an. 

 
 

 

22 Enda ng Suhr enr dang, Penr             gant ar Ilmur      Kehr             utr        anan, (Bogor : YPFK , 2002), cert-ker      2, h. 59. 
23 Pasal 1 Undang-Un dang Repr             ubr            lik Indonesr          ia Nomor 18 Tahunr 2013 Terntang Perncergahan Dan 

Permberrantasan Perrursakan Hurtan, h. 3. 

22 
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Kerhurtanan   dapat   diderfinisikan   sercara   lerbih   luras   serbagai   perngerlolaan   dan 
 

permanfaatan  surmberr  daya  alam  yang  terrsedr  ia  urnturk  kepr erntingan  manursia,  yang 
 

terr          dapat  di dalam dan berrasosiasi derngan kawasan hurtan dan kawasan lain yang 
 

dikerlola secr  ara kesr            erlurr          uhr               a n ataur        sebr               a gian urnturk tujr        uar              n serr          upr               a .24 

 

2.3.2. Manfaat Kehutanan 
 

Penr               yerbaran  hutr         an  yang  ada  di  serlurr          urh  burmi  tentr                       ur              bukar  n  tanpa  alasan. 
 

Kerberradaan hu rtan terrnyata mermbawa dampak yang positif baik bagi manursia ataur 

 

punr  lingkurngan  dan  makhlukr  hidupr  lainnya.  Fungsr  i  utr         ama  dari  hutr         an  yang 
 

diturmburhi  berrbagai  jernis  tanaman  lerbat  ialah  urnturk  mernyerrap  karbon  dioksida 

yang  ditimburlkan  olerh  manursia,  kerndaraan  berrmotor,  limbah  pabrik  mau rpu rn 

surmberr-surmberr lainnya. Manfaat hurtan antara lain: 

 
1. Hurtan berr          perran serbagai parur-paru r        durnia 

 
Hurtan merru rpakan wilayah yang luras dan diturmburhi olerh berr          bagai jernis turmburhan 

serhingga  mermiliki  daya  serrap  karbon  dioksida  yang  tinggi.  Hutr         an  serndiri  jurga 

merr          urpakan permasok oksigern paling bersar di perrmu rkaan burmi. Ternturnya oksigern 

yang dihasilkan olerh hurtan akan sangat berrmanfaat bagi manusr            ia dan herwan urnturk 

berrnafas. 

2. Mernjaga dan Mermperrtahankan Kersurburran Tanah 
 

Furngsi  dari  hurtan  burkan  hanya  urnturk  mermasok  oksigern,  akan  tertapi  serlurru rh 
 

turmburh-turmburhan yang ada di dalamnya jugr               a turur                        tr                 berperrr an dalam mernyurburr          kan 
 

tanah. Lerwat daurn-daurn yang berrgu rgurr          an kermudr  ian mermbursukr  dan terrurrai di atas 
 

perrmu rkaan, hurtan   surdah menr              urnjukkr  an   eksr istensr  inya dalam mernjaga dan 
 

mermperrtahankan kersurburr          an tanah. Jika tanah surburr, maka kita dapat 

merngolahnya mernjadi lahan pernanaman pohon kermbali. 

 
 

24 Hasanu Simon, Hutan Jati dan Kem akmurr         a n, (Yogyakarta: Pusr          taka Perlajar, 2006), h.19. 
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3. Serbagai Sarana Termpat Tinggal Makhlurk Hidurp 
 

Jurtaan manursia dan herwan terrderterksi mermilih hurnian di dalam hurtan. Maka dari 
 

itu,r                  apabila  hutr         an rusakr  ataur           punr                         hilang,  maka otomatis manursia dan hewr                      an punr  
 

kehr               ilangan   rurmahnya.   Hutr         an   sebagar  i  sarana   termpat   tinggal   makhlukr  hidupr  
 

merru rpakan salah satur        furngsi yang terru rs dijaga kerlerstariannya. 
 

4. Mernjadi Surmberr Keranerkaragaman Hayati 
 

Berr          bagai macam turmburhan dan tanaman yang berrkermbang biak di hurtan mernjadi 
 

surmberr kear             nekarr  agaman hayati yang berr           manfaat bagi manusr            ia. Entr                       ah 
 

dimanfaatkan serbagai surmberr makanan ataur          surmberr obat-obatan, turmburhan pada 

hurtan harurs terr          urs dilerstarikan agar tidak purnah hingga masa yang akan datang. 

5. Merncergah Terrjadinya Berncana Alam 
 

Ketr          ika  hurtan  kita  gurndurl,  maka  tidak  ada  akar  yang  mernahan  air  dalam  tanah. 

Akibatnya berncana alam serperrti tanah longsor dan banjir bisa saja serwaktur-waktur 

terrjadi.   Urnturk   mernghindarinya,   kita   harurs   serlalur                     merlakukr                an   rerboisasi   ataur 

 

penr              anaman  kermbali  agar  hutr         an  tertap  lerbat  dan  subur  rr                        serr          ta  tidak  mernimburlkan 
 

25 
dampak burrukr                      bagi manusia atau pun lingkungan sekitar. 

 

Di  saat  durnia  serdang  merncari  solursi  urnturk  purlih  dari  krisis,  perran  dan 
 

fu rngsi   hurtan   mernjadi   turmpuran   terrdepr               an   dalam   merndukr               urng   pertr                   urmburhan 
 

perr          erkonomian  yang  le rstari  dan  berrkerlanjurtan.  Hurtan  mampur                  me rnjadi  modal 
 

penr              ggerrak  ekor  nomi dalam permbangurnan  nasional,  serhingga  hutr         an  harusr                       dijaga, 
 

dikerlola, dilerstarikan dan dimanfaatkan sercara berrkerlanjutr         an urntukr keserr                         jahterr          aan 
 

genr              errasi sekarr  ang maupr               urn yang akan datang. 
 
 
 
 
 
 
 

25 https://dlh.semarangkota.go.id/manfaat-hutan-bagi-keberlangsungan-hidup-manusia-dan- 
r  r                      r r  r  r  

lingkurngan/, diaksesr                pada tanggal 4 Julir   2024 
r  
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“Hutr         an berrperran serbagai pernggerrak ekr               onomi, antara lain serbagai pernyedr                ia 
 

devr               isa, penyedrr  ia modal awal dalam permbangurnan berr           bagai sektr                        or, dan pernyedr                ia 
 

lapangan  kerrja  lewr                     at  kegr                iatan  pernanaman,  permerliharaan,  perr           lindurngan  hutr         an, 
 

permanernan  hasil  hutr         an,  dan  indurstri  hasil  hutr         an.  Hurtan  jurga  berrperran  dalam 
 

penr  yerdiaan  oksigern,  perngaturr  tata  air,  perncegr  ahan  errosi  dan  banjir,  dan  nilai 
 

kerr          agaman   hayati   lainnya   yang   tidak   masurk   dalam   perrhitu rngan   erkonomi 

nacional,” papar Mernterri Koordinator Bidang Perrerkonomian Airlangga Hartarto, 

dalam kerynoter         spererch-nya pada werbinar berr          terma Perningkatan Perran Hurtan dalam 

Permbangurnan Nasional yang diserlernggarakan Institurter           for Susr            tainabler           Erarth and 

Resr            ourrcers (I-SERr                    ) Univr  errsitas Indonersia di Jakarta. 
 

Kermernterrian Lingku rngan Hidurp dan Kerhurtanan (KLHK) merlaporkan total 
 

luar              s  Kawasan  Hutr         an  Indonersia  merncapai  serbanyak  125,76  jutar hektr                        arer                 ataur 

 

merncakurp serkitar 62,97% dari luras daratan Indonersia, dan saat ini mernjadi yang 

terr          bersar  ker-8  di  du rnia.  Akan  tertapi,  pada  Kongrers  Kerhutr         anan  Indonersia  2022, 

sekr               tor  kehur  tr        anan  Indonersia  barur              berr          kontribursi  terr          hadap  PDB  Nasional  serbersar 
 

0,66%,  jadi  jurmlah  ini  rerlatif  kercil  jika  dibandingkan  derngan  lurasan  hurtan 

Indonersia. 

Luar             san   hutr         an   Indonersia   yang   bersar   berr          potensr i   merndatangkan nilai 
 

erkonomi karbon yang signifikan merlaluri pernyerr          apan karbon (carbon 
 

seqr  uer  sr            tration). Poternsi erkonomi karbon RI merncapai UrS$565.9 miliar ataur        serkitar 
 

Rp8.000 triliurn. Berberrapa perraturran yang me rngaturr terrkait erkonomi karbon yaitur  

U rndang-U rndang  Nomor  7  Tahurn  2021  terrkait  pajak  karbon,  Perraturran  Prersidern 

Nomor  98  Tahurn  2021  terrkait  Nilai  E rkonomi  Karbon,   dan  Perraturran  Mernterri 

LHK  Nomor  21  Tahurn  2022  terntang  Tata  Laksana  Pernerrapan  Nilai  E rkonomi 

Karbon.  “Dalam  kerrangka Su rstainabler             Derverlopmenr               t  Goals (SDGs)  2030,  hutr         an 
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pe 26 

r  

berr          perran dalam perncapaian 10 dari 17 turjuran terrserburt, terrutr         ama pada perr          turmburhan 
 

erkonomi,  indurstri inovasi,  dan  infrastrukr               turr          .  Kebijakar  n permbangurnan kerhutr         anan 
 

diarahkan urnturk mermberrikan manfaat serbesr            ar-bersarnya bagi kermakmurran rakyat 

derngan tertap mernjaga kerlerstarian furngsi hurtan,”. 

Permanfaatan surmbe rr daya hu rtan dilakukr               an sesur  rai furngsi yang terr          kandurng 
 

di  dalamnya,  yaitur              furngsi  lingkurngan,  sosial,  burdaya,  serrta  erkonomi,  dan  jurga 

harurs  merningkatkan  nilai  tambah  erkonomi  dan  erkologi  dari  hurtan.  Kerbijakan 

penr  yerlernggaraan serktor kehr urtanan jurga harurs mernerr          apkan prinsip-prinsip 
 

“ekr  onomi hijaur” agar penr gerlolaan hurtan berrkerlanjurtan dan mampur           berrkontribu rsi 
 

terr          hadap  permbangurnan  erkonomi  rerndah  karbon.  Prinsip  ini  diadopsi   merlalu ri 
 

urpaya  produrksi  dan  konsurmsi  berrkerlanjurtan,  penr              gerlolaan,  perrlindu rngan,  serr          ta 
 

rmurlihan urnturk adaptasi dan mitigasi perr          urbahan iklim. 
 
 

2.3.3. Jenis-Jenis Hutan 
 

Posisi Indoernersia yang berrada di garis khaturlistiwa, mernjadikan Indonersia 
 

berr          ada  dalam kawasan Tropis,  artinya  cuar              ca  yang  merngirinya  berr           imbang  antara 
 

hurjan dan kermaraur. hal ini berr          damapak pada perrkermbangan jernis- jernis hurtan di 

Indonersia.  Hurtan  di  Indonersia  mermiliki  banyak  kerragaman.  hal  ini  berrdampak 

pada  pada  perrkermbangan  jernis hurtan di Indonersia.  Hurtan di Indonersia  mermiliki 

banyak kerragaman. 

hal  ini  di  murngkinkan  karerna  dukr               urngan   lingkurngan  dan  kondisi  tanah 
 

yang  sersurai  bagi  perrkermbangan  anerka  ragam  tanaman  di  Indonersia.  Jernis-jernis 

hutr         an   serndiri   terrdapat   berberrapa   macam.   Dimana   perngerlompokannya   surdah 

disursurn derngan berrdasarkan pada  aspekr  perngerlompokan  ini diguar              nakan serbagai 
 
 

 

26 https://www.ek on.go.id/pubr            likasi/detr        ail/5085/dorong-pemr  anfaatan-hurtan-bagi-kemr akmurr        an- 
rakyat-mernko-airlangga-ingatkan-perngerlolaan-kerhurtanan-yang-lerstari-dan-berrdaya-saing, diaksers pada 
tanggal 4 Jurli 2024 
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alat  urnturk  mermperrmu rdah  dalam  Iderntifkasi  serr          ta  perngerlolaan  hutr         an  itur             serndiri. 
 

Secr             ara  urmurm,  jernis-jernis  hutr         an  di  Indonersia  di  bagi  ker             dalam  ernam  kerlompok 
 

bersar. Dimana dari kerernam kerlompok  itur, pada nantinya  masih di bagi kerdalam 

berberrapa  surb  jernis.  Sercara  urmurm,  hutr         an  di  kerlompokan  mernjadi  ernam  bagian. 

Keer  rnam bagian terrserburt adalah : 
 
a. Hurtan yang dikerlompokan berrdasarkan iklim 
 
b. Hurtan berrdasarkan Variasi iklim, jernis tanah, dan berntang alam 
 
c. Hurtan berr          dasarkan terrbernturknya 
 
d. Jernis- jernis hurtan berrdasrkan staturs 
 
e. Hurtan berr          dasrkan jernis tanamannya 
 
f. Berrdasarkan Furngsinya” 

 

Keer             rnam jernis hutr         an, masing- masing masih mermiliki surb bagian serndiri. 
 

Hal ini karerna pada masing- masing bagian, mermiliki perngerlompokan yang lerbih 

spesr            ifik  lagi. Serperr          ti pada  hurtan yang di kerlompokan berrdasarkan mursimnya, di 

dalam kerlompok terr          serburt  masih terrbagi me rnjadi duar                        yaitur           Hutr         an Hurjan Tropika 
 

dan Hurtan Monsurn. 
 

Pasal 5  sampai derngan Pasal 9  Urndang-  Urndang  Nomor  19 Tahurn 2004 
 

tenr              tang  Pernetr         apan  Perr          aturran  Permerrintah  Perngganti  UrndangUrndang  Nomor  1 
 

Tahurn  2004  terntang  perrubr               ahan  atas  Undar  ng  –  Undar  ng  Nomor  41  Tahunr   1999 

tenr              tang Kerhutr         anan mernjadi Urndang- Urndang, di tentr                       ukanr ermpat jernis hutr         an, yaitu r  

berr          dasarkan  statursnya,  furngsinya,  turjuran  khursurs,  dan  perngaturran  iklim  mikro, 

erstetr         ika dan rersapan air. Kerermpat jernis hutr         an itur        dikermurkakan serbagai berrikutr                 : 

a. Hurtan berr          dasarkan statursnya ( pasal 5, Urndang- Urndang Nomor 41 Tahu rn 

1999  terntang  Kerhurtanan).  Hurtan  berr          dasarakan  statursnya  adalah  suratur  

permbagian hurtan yang didasarkan pada staturs (kerdurdurkan ) antara orang, 
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badan  hurkurm,  ataur            institursi  yang  merlakurkan  penr              gerlolaan,  permanfaatan, 

dan perrlindu rngan terrhadap hu rtan terrsebr              utr         . Hutr         an berr          dasarkan statursnya di 

bagi dura macam, yaitur  

1) Hurtan Hak,  adalah  hurtan  yang  berrada  pada  tanah  yang  di  berbani 

hak atas tanah (Pasal 5, Urndang- Urndang Nomor 41 Tahurn 1999). 

2) Hurtan  Negr               ara,  adalah  hutr         an  yang  berr          ada  pada  tanah  yang  tidak 

diberbani  hak  keratas tanah.  Yang  terr          masurk  dalam kurlifikasi  hurtan 

negr               ara yaitur          : a) Hutr         an adat, adalah hutr         an negarr  a yang diserr          ahkan 

penr              gerlolaanya kepadar  masyarakat hukr               urm adat 
 

(rerchtgermerernschap). 
 

b) Hurtan  dersa,  adalah  hutr         an  nergara  yang  dikerlola  olerh  dersa  dan  di 

manfaatkan urnturk kesr            erjaterraan dersa. 

c) Hurtan Kermasyarakatan, adalah hurtan nergara yang permanfaatannya 
 

urntukr                      mermberr          dayakan masyarakat. 
 

b. Hurtan berrdasasarkan furngsinya ( Pasal 6 sampai derngan Pasal 7 Urndang- 
 

U rndang  Nomor  19  Tahurn  2004  terntang  penr              etr         apan  Perr          aturran  Permerr           intah 
 

Penr              gganti Urndang- Undr  ang Nomor 1 Tahunr                        2004 tentr                       ang perr          ubar han atas 
 

U rndang-  Urndang  Nomor  41  Tahunr 1999  Terntang  Kerhutr         anan  mernjadi 
 

U rndang-  Urndang).  Hurtan  berrdasarkan  furngsinya  adalah  pernggolongan 
 

hutr         an  yang  didasarkan  pada  kergunr               aanya.  Hutr         an  ini  dapat  di  golongkan 
 

mernjadi tiga macam, di antraranya : 
 

1) Hurtan  konserrvasi,  adalah  kawasan  hurtan  derngan  ciri  khas  terrtenr              tur             yang 
 

mermpurnyai  furngsi  pokok  perngawetr         an  keranerkaragaman  turmburhan  dan 

satwa  besr            errta  erkosistermnya.  Hurtan  konserrvasi  terrdiri  dari  tiga  macam 

antara lain : 
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a) Kawasan  hurtan  suraka  alam,  adalah  hutr         an  derngan  ciri  khas  terrterntur             yang 

mermpurnyai furngsi pokok serbagai perngawassan perngawertan 

kear             nkekarr agaman  turmburhan  dan  satwa  sertr                  a  ekor  sistermnya,  yang  jugar  
 

berr           furngsi serbagai wilayah sisterm pernyangga kerhidurpan. 
 

b) Kawasan hurtan perlerstarian alam, adalah hurtan derngan ciri khas yang terrternt 

yang mermpurnyai furngsi pokok perrlindu rngan sisterm pernyangga 

penr  ghidurpan  perngawetr         an  keranekr  aragaman  jernis  turmburhan  dan   satwa, 
 

serr          ta    permanfaatan    sercara    lerstari    surmberr    daya    alam    hayati    dan 

erkosistermnya. 

c) Taman burr          ur, adalah kawasan hurtan yang di tetr         apkan serbagai termpat wisata 

berrbu rru r. 

2) Hurtan  Lindurng,  adalah  kawasan  hurtan  yang  mermpurnyai  furngsi  pokok 

serbagai  perrlindu rngan  sisterm  pernyangga  kerhidurpan  urnturk   merngaturr  tata 

air,     merncergah     banjir,     merngerndalikan     errosi,     merncergah     intrursi 

(penr              err          obosan) air laut,r                         dan mermerlihara kesur  rburr          an tanah. 
 

3) Hurtan  produrksi,  adalah  kawasan  hurtan  yang  mermpurnyai  furngsi  pokok 

mermprodurksi hasil hurtan. 

4) Hurtan   berrdasarkan   turjuran   khursurs, yaitur                        penr               ggunaar  n   hutr        an untr                       ukr 
 

kepr  errluar  n  pernerlitian  dan  perngermbangan  ,  penr  didikan  dan  latihan,  serrta 
 

urnturk kerperntingan rerligi dan burdaya sertermpat ( Pasal 8, Unr              dang- Undar  ng 
 

Nomor 19 Tahurn 2004 terntang Pernertapan Perr          aturran Permerr           intah Perngganti 
 

Unr  dang-  Urndang  Nomor 1 Tahurn 2004  terntang  Perru rbahan atas  Unr  dang- 
 

U rndang  Nomor  41  Tahurn  1999  terntang  Kerhurtanan  me rnjadi  Urndang- 

U rndang). Syaratnya tidak merru rbah furngsi pokok kawasan hurtan. 
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5) Hurtan  berrdasarkan  perngaturr          an  iklim  mikro,  erstertika,  dan  rersapan  air  di 
 

setr         iap  kota  ditertapkan  kawasan  terrtenr              tur              sebagar  i  hutr         an  kota.  Hutr         an  kota 
 

adalah  hurtan  yang  berrfu rngsi  serbagai  rersapan  air  (pasal  9,  Urndang  – 
 

U rndang  Nomor  19  Tahurn  2004  terntang  Penr              etr        apan  Perr          aturran  Permerrintah 
 

Penr              gganti Urndang  –  Urndang  Nomor  41  Tahurn  1999  tentr                       ang  Kerhutr         anan 
 

mernjadi Urndang- Urndang). 

 
2.4 Tinjauan Umum Tentang Ilegal Logging 

 

2.4.1. Pengertian Illegal Logging 
 

Penr  gerrtian illegr  al logging dalam perraturr          an perru rndang-urndangan yang ada 
 

tidak  sercara  erksplisit  diderfinisikan  denr              gan  tegas.r  Namurn,  terr          minologi  illegalr 
 

logging  dapat  dilihat  dari  perngerrtian  secr             ara  harfiah,  illegar  l  berr          arti  tidak  sah, 
 

dilarang  ataur              berrterntangan  derngan  hukr               urm.  Dan  Log  adalah  kayur              gerlondongan 
 

(logging artinya mernerbang kayur         dan mermbawa ker         termpat gerrgajian). Berrdasarkan 
 

penr  gerrtian sercara harfiah terrserbutr  dapat dikatakan bahwa illergal logging mernurru rt 
 

bahasa  berrarti  mernerbang  kayur                 kermurdian  mermbawa  kertermpat  gerrgajian  yang 
 

berr          tenr tangan derngan hurkurm ataur         tidak sah mernurru rt hurkurm . Secr  araurmurm, Illegr               al 
 

Logging  merngandurng  makna  kegr                iatan dibidang  kehur  tr        anan ataur            yang  merr          upakar  n 
 

rangkaian   kergiatan   yang   merncakurp   pernerbangan,   perngangkurtan, penr              golahan 
 

hingga  kergiatan  jural  berli  (terrmasurk  erkspor-impor)  kayur                 yang  tidak  sah  ataur  

berr          terntangan  derngan  aturran  hu rkurm  yang  berrlaku r,  ataur                 perrbu ratan  yang  dapat 

mernimburlkan kerru rsakan hurtan. 
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Derfinisi  illegr  al  logging  mernurru rt  Tacconi  (2003)  adalah  kegr iatan  ille rgal 
 

yang berrkatan denr  gan erkosistemr  hurtan yaitur        perpohonan dan herwan, indurstri terrkait 
 

hutr         an dan jurga produkr                      hutanr  kayur        dan non kayu.r                Sedangkar  n aktifitas illegar  l logging 
 

adalah  kergiatan  mernerbang,  merngangkurt,  dan  mernjural  kayur               derngan  merlanggar 

ketr        ernturan perr          urndangan nasional dan interrnasional.Terr           jadinya kergiatan 

penr              ebar ngan liar (illegar  l logging) di Indonesr            ia didasari olerh berberr          apa perrmasalahan 
 

yang terrjadi,  yaitu r        : 
 

1. Masalah Sosial dan E rkonomi 
 

Sekr  itar 60 jurta rakyat Indonersia sangat terrgantu rng pada kebr  erradaan hu rtan, 
 

dan  pada  kernyataannya  serbagian  bersar  dari  merrerka  hidurp  dalam  kondisi 

kermiskinan.   Serlain   itur,   aksers   merrerka   terrhadap   surmberr   daya   hu rtan 

renr  dah.Kondisi  kermiskinan  terr          sebr  urt  kermurdian  dimanfaatkan  olerh  para 
 

permodal  yang  tidak  berrtanggu rng  jawab,  yang  mernginginkan  kerurnturngan 
 

cepr               at dengar n mernggerr          akkan masyarakat untr                       ukr                        merlakukar  n pernerbangan liar 
 

(illergal logging). 
 

2. Kerlermbagaan Sisterm 
 

Penr  gursahaan merlaluri HPH (Hak Perngursahaan Hurtan) terlah mermbukr  a cerlah- 
 

cerlah  dilakurkannya  pernerbangan  liar,  disamping  lermahnya  perngawasan 
 

instansi  kerhurtanan.  Serlain  itur,  penr              erbangan  hutr         an  merlaluri  permberr           ian  hak 
 

penr              erbangan hutr         an skala kecr              il olerh daerr          ah telar                     h mernimbukar  n peningkatr  an 
 

fragme rntasi hurtan. 
 

3. Kersernjangan Kerterrserdiaan Bahan Bakur  

 

Terr          dapat kersernjangan pernyerdiaan bahan bakur        kayur         burlat urnturk kerpenr              tingan 
 

indurstri  dan  kerburturhan  domerstik  yang  merncapai  sekr                itar  37  jutr         a  m3  perr  
 

tahurn terlah merndorong terrjadinya pernerbangan kayur        sercara liar. Disamping 
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itur             terrdapat  ju rga  perrmintaan  kayu r             dari  lurar  nergerri,  yang  merngakibatkan 
 

terrjadinya pernyerlurndupr               an kayur        dalam jurmlah besar                         r. 
 

4. Lermahnya Koordinasi 
 

Kerlermahan koordinasi antara lain terrjadi dalam hal permberr           ian ijin indurstri 
 

penr              golahan kayur         antara instansi perr           indurstrian dan instansi kerhutr         anan serr          ta 
 

dalam  hal permberrian  ijin  erksplorasi dan erksploitasi perr          tambangan antara 

instansi perrtambangan dan instansi kerhurtanan.  Koordinasi jurga dirasakan 

kurr          ang   dalam   hal   pernergakan   hurkurm   antara   instansi   terrkait,   serperrti 
 

kehr              utr         anan, kepor  lisian, kerjaksaan, dan perngadilan. 
 

Dilihat  dari asperk  sosial,  pernerbangan  liar  (illergal  logging)  mernimburlkan 
 

berr           bagai  konflik  sepr               err          ti  konflik  hak  atas  hutr         an,  konflik  kewr                      ernangan  merngerlola 
 

hutr         an antara  Permerrintah Pusr            at  derngan Permerrintah Daerrah serr          ta  masyarakat  adat 
 

setr         ermpat.  Asperk  budr               aya  sepr               errti ketr         errgantungr  an  masyarakat  terr          hadap  hutr         an  jugar  
 

ikutr terpengrr aruhr yang  pada  akhirnya  akan  merrubar  h  perrspektr                        if  dan  perr           ilaku r  

 

masyarakat adat sertemr                      pat terrhadap hutr         an . 
 
 
 

2.4.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Illegal Logging 
 

Rurmursan  tindak  pidana  illergal  loging  secr             ara  erksplisit  tidak  ditermukr               an 
 

dalam  pasal-pasal  UrU r                No.41  tahurn  1999  terntang  kerhurtanan,  namurn   illergal 

loging bisa diiderntikkan derngan tindakan ataur         perrbu ratan yang berrakibatkan yang 

berr          akibat merr          ursak hurtan, urnturk itur         merngernai perru rsakan hurtan hal ini di tergaskan 

dalam  pasal  50  ayat  (2)  UUr  r.No.41  tahunr  1999  terntang  kerhutr         anan.  Perrursakan 
 

hutr         an mernurru rt UrUr         No. 41 Tahurn 1999 dalam pernjerlasan pasal 50 ayat (2), yaitu r  

bahwa  :  “yang  dimaksurd  derngan  kerru rsakan  adalah  terrjadinya  perru rbahan  fisik, 

sifat  fisik  ataur              hayatinya,  yang  mernyerbabkan  hurtan  terr          serbutr                      terr          nganggur              ataur 
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tidak dapat berrperran sersuar              i derngan furngsinya.” 
 

Tindak pidana illegr                al loging mernurr          utr                 Undar  ng – undar  ng No. 41 tahunr   1999 

tenr              tang  kerhutr         anan  di  rurmuskar  n  dalam  pasal  50  dan  ketr         entr                       uanr  pidana   diaturr  

dalam pasal 78. Yang  mernjadikan dasar adanya perrbu ratan illegr               al loging adalah 

karerna  adanya  kerrusr            akan  hurtan.  Dapat  disimpurlkan  urnsurr          -urnsurr  yang  dapat 

dijadikan  dasar  hurkurm  urnturk  pernergakan  hukr               umr pidana  terr          hadap   kerjahatan 
 

illergal loging yaitur        serbagai berriku rt: 
 

1) Sertiap orang pribadi maurpurn badan hurkurm dan ataur        badan ursaha. 
 

2) Merlakurkan  perrbu ratan  yang  dilarang  baik  karerna  serngaja  maurpurn  karerna 

keralpaan. 

3) Mernimburlkan kerru rsakan hurtan, derngan cara-cara yakni : 
 

a. Merru rsak prasarana dan saran perrlindu rngan hurtan 
 

b. Kergiatan yan dilurar dari kerternturan perrizinan serhingga merru rsak hurtan. 
 

c. Merlanggar batas-batas terpi surngai, jurr          ang, dan pantai yang diternturkan urndang- 

urndang. 

d. Mernerbang pohon tanpa izin 
 

e. Mernerrima,   mermberli,   ataur                     mernjural,   mernerrima   turkar,   mernerrima   titipan, 

mernyimpan, ataur          mermiliki hasil hurtan yang dikertahuri ataur          paturt didurga serbagai 

hasil hutr         an illergal. 

f. Merngangkurt, merngurasai ataur        mermiliki hasil hurtan tanpa SKSHH. 
 

g. Mermbawa alat-alat berrat dan alat-alat lain perngerlolaan hasil hurtan tanpa izin. 
 

Disamping kerternturan pidana serbagaimana diserburtkan dalam rurmursan pasal 
 

78, kepr               ala perlakur          dikernakan purla pidana tambahan berrupar  ganti rugr                i dan sanksi 
 

administratif  berrdasarkan  pasal  80.  Merlihat  dari  ancaman  pidananya  maka 

permberrian sanksi ini terrmasurk katergori berrat, dimana terrhadap perlakur         dikernakan 
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r  

r                      r r  r 

pidana pokok berru rpa: 
 

a. Pidana pernjara 
 

b. Dernda dan pidana tambahan perrampasan barang sermura hasil hurtan dan 

ataur        alat-alat terrmasurk alat angkurtnya. 

Berr          dasarkan   urmurm   paragaraf   ker-8   UrUr                    No.   41   tahurn   1999   terntang 

Kerhurtanan   maksurd   dan   turjuran   dari   permberrian   sanksi   pidana   yang   berrat 

serbagaimana  rurmusr            an  pasal  78  UrU r            No.  41  tahurn  1999  adalah  terrhadap  setr          iap 

orang   yang   merlanggar   hurkurm  di  bidang  kerhurtanan  ini  adalah  agar   dapat 

mernimburlkan erferk jerra bagi perlanggar hurkurm di bidang kehr              utr         anan itu.r                 Efekrr  jerar  
 

yang dimaksurd burkan hanya kerpada perlakur          yang terlah merlakurkan tindak pidana 
 

kehr              utr         anan,  akan  tetr        api  kepadar orang  lain  yang  mermpurnyai  kegr                iatan   dalam 
 

bidang  kerhurtanan  mernjadi  ernggan  merlakurkan  perrbuar             tan  merlanggar   hukr               urm 
 

27 
karenr              a sanksi pidananya berat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

27 Cahaya Irene Sinaga, Pertimbangan Hakim dalam Penj atuhr             an Purtusr          an Terr          hadap Turr          utr serr          ta 
dalam Tindak Pidana Illegr             al Logging, rerpositori.umr                    a.ac.id, diaksesr                pada tanggal 24 Julir   2024. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian 
 

3.1.1 Waktu Penelitian 
 

Waktur                  yang  pernurlis  gurnakan  dalam  pernerlitian  skripsi  ini  murlai  dari 
 

penr              gajuar              n judr               url hingga penyur  sur  rnan proposal adalah dimurlai dari burlan Meri 2024 
 

sampai derngan burlan Agursturs 2024. 
 
 
 
 
 

No 

 
 
 

Kegiatan 

Bulan 

Mei 
 

2023 

Juli 
 

2024 

Agustus 
 

2024 

September 
 

2024 

Oktober 
 

2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Perngajuran Jurdurl                  

2. Serminar Proposal                  

3. Pernerlitian                   

4. Pernurlisan dan 
Bimbingan 
Skripsi 

                 

5. Serminar Hasil                     

6. Sidang Merja 

Hijaur  

                 

 
 

3.1.2 Tempat Penelitian 
 

Penr l              erllit ian diadakan di Per lngadilan Nergl               errl          i Baliger          yang berrl          alamat di Jalan Paturan 
 

Nagari No. 6 Baliger,  Napiturpurlur            Bagasan,  Toba Samosir,  Kabupr               atenr                         Toba,  Surmaterar  
 

U rtara Koder        Pos 22313. 
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u 28 

r               r 

3.2. Metodologi Penelitian 
 

3.2.1. Jenis Penelitian 
 

Adapurn  jernis  pernerlitian  hukr               urm  adalah  yurr           idis  normatif,   merliputir  dan 
 

merngkaji  terntang  hukr  urm  serbagai  norma,  aturran,  asas  hukr  urm,  prinsip  hurkurm, 
 

doktrin   hurkurm,   dan   kerpurstakaan   hurkurm   lainnya   urnturk   mernjawab   sergala 
 

perr           masalahan hurkurm yang diterliti. Jernis pernerlitian ini merrupr  akan studr  i dokurmern 
 

yang  mernggurnakan  surmberr  bahan  hu rkurm  yang  berr          urpa  perraturran  perru rndang- 
 

urndangan dan prinsip hukr  rm, terori hukr               urm, serr          ta doktrin/perndapat para ahli. 
 
 
 

3.2.2. Jenis Data 
 

Berr          kaitan  derngan  hal  terrsebr              utr         ,  maka  jernis  bahan  hukr               urm  yang  digurnakan 
 

adalah data  primerr  dan serkurnderr,  yaitu r            yang  diperrolerh  langsurng  dari surmberr           nya 
 

baik  merlaluri  laporan,  dokurmern  tidak  resr            mi dan  jurga  bukr               u-r          bukr               ur             yang  kermudr                ian 
 

diolah kermbali olerh pernerliti yang berrhu rburngan derngan pernebr              angan pohon secar                         ra liar 
 

serrta perrmasalahan-perrmasalahan yang mernjadi objerk penr               erlitian, yang terrdiri dari: 
 

a. Bahan hukr               urm primerr  
 

Bahan hurkurm yang  terrdiri dari Urndang-U rndang  Dasar  Nergara  Repr               ublikr  
 

Indonersia Tahurn 1945, Kitab Urndang-urndang Hurkurm Pidana, Urndang-Urndang 
 

No.  41 Tahurn 1999 Tenr             tang Kehur  tr        anan (UUrr  Kehur  tr        anan),  Undar  ng-Undar  ng No.  32 
 

Tahurn  2009   Tenr             tang  Perr          lindungar  n  dan  Pengr  elr        olaan  Lingkurngan  Hidup.r  (UUrr  

 

PPLH), Urndang-Urndang No. 18 Tahurn 2013 Tenr             tang Pencr  egar  han dan 
 

Permberrantasan Perrusr           akan Hurtan (UrUr          PPPH), Perraturr          an Permerr          intah No.  63 Tahurn 

2002 Terntang Hurtan Kota. 

 
 
 
 
 

 

28 Peter Mahmudr Marzukr   i , Penr             elr        itian Hurkurm, (Jakarta: Kerncana, 2017), Hal. 47 

Andry Halomoan Siahaan - Analisis Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Pelaku Penebangan Hutan...

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/6/25 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)2/6/25 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA



44  

u 29 

b. Bahan hukr               urm sekr               urnderr 
 

Bahan   hurkurm   yang   terrdiri   dari   bahan   yang   mermerberr           ikan   pernjerlasan 

merngernai  bahan  hurkurm  primerr,  serperr          ti  hasil-hasil  dari  serminar  ataur                        yang 

terr          diri  dari  burku,r                      turlisan  ilmiah,  dan  studr                i  pustr                    aka,  bahan  dokurmern  pribadi 
 

ataurpurn perndapat  dari kalangan pakar hukr  urm serpanjang sersuar  i derngan materri 
 

ataur        objerk pernerlitian ini. 
 

c. Bahan hurkurm terrsierr 
 

Sermura  dokurmern  yang  berrisi dari konsepr               -konsepr  dan ketr         errangan-ketr         err          angan 
 

yang  merndurkurng  bahan  hurkurm  primerr  dan  bahan  hu rkurm  sekr               urnderr sepr               errti 
 

kamurs, artikerl dan lain serbagainya. 
 

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data 
 

Adapurn  Terknik  perngurmpurlan  data  yang   dilakurkan  didalam pernerlitian 

ini adalah derngan cara serbagai berriku rt: 

1. Pernerlitian  kerpusr            takaan  (Library  Rerserarch).  Mertoder               ini  derngan  merlakurkan 
 

penr  erlitian  terrhadap  berrbagi  surmberr  yang  ada  yaitur             bacaan  terrturlis  dari  para 
 

sarjana  yaitur           bukr -r           burkur teor               ri terntang  hurkurm,  majalah hukr  urm,  jurrnal-ju rrnal 
 

hukr               urm,  karya  ilmiah  hukr               urm  dan  jugar  bahan-bahan  kurliah  serr          ta  perraturr          an- 
 

perraturran tenr              tang tindak pidana. 
 

2. Penr              erlitian  lapangan  (Fierld  Researr  rch)   yaitur                  derngan  merlakukr                an  pernerlitian 
 

langsurng  kerlapangan,  dalam  hal  ini  pernurlis  langsurng  merlakurkan  sturdi  pada 
 

penr              gadilan negr               err           i balige.r                 Dimana derngan merngambil data merlaluri merlakukar  n 
 

serburah  wawancara  yang  berr          kaitan  ataur                berrhu rbunr  gan  derngan  judr  url  skripsi 
 

Analisis  Perrtanggurng  Jawaban  Pidana  Terrhadap  Pelr        akur              Pernebr              angan  Hutr        an  (Studir 
 

Putr        ursan No. 147/Pid.B/LH/2022/PN Blg). 
 
 
 

29 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung : Pustaka Setia, 2011), 31. 
r  r  r  r  r  r  r                       r r 
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3.2.4 Analisis Data 
 

Analisis data  merru rpakan langkah berriku rtnya urnturk merngolah hasil pernerlitian 
 

urnturk mernjadi serburah laporan. Analisis data merrupr               akan prosesr                      pengor rganisasian 
 

dan  perngurru rtan  data  dalam  bernturk  pola,  katergori,  serrta  urr          aian  dasar,   serhingga 

akan dapat  ditermurkan terma serrta dapat diru rmurskan serperrti yang disarankan olerh 

data. 

Tekr               nik  analisis  data  yang  digurnakan  dalam  pernerlitian  ini  adalah  non 
 

statistik.  Analisis  non  statistik  ini  dilakurkan  derngan  cara  kuar              litatif.  Mengr  ernai 
 

kegr                iatan analisis dalam pernerlitian ini yaitur            merngklasifikasi Pasal-Pasal dokumerr  n 
 

samperl  pada  katergori  yang  terpat.  Berriku rtnya  serterlah  analisis  data  serlersai,  maka 

hasilnya akan disajikan sercara derskriftif sersurai derngan data yang diperrolerh. 

Data kuralitatif yang diperrolerh sercara sistermatis dan kermudr                ian surbstansinya 
 

dianalisis  urnturk  mermperrolerh  jawaban  merngernai  pokok  perrmasalahan  yang  akan 
 

dibahas didalam pernurlisan skripsi ini secr             ara kuar              litatif urntukr                       merndapatkan jawaban 
 

30 
yang pasti dan jugr                a hasil yang akurat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 Syamsurl Arifin, Mertoder      Pernulr        isan Karya Ilmiah dan Pernelr        itian Hurkurm, (Merdan: Arear  

Urniverrsity Prerss, 2012), Hal. 66 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan 
 
 

1. Perrtanggunr              g   Jawaban   Pidana   Yang   dapat   dikenakr  an   kepadar Perlaku r  

 

Kerjahatan  Pernerbangan  Hurtan  diaturr                      pada  Kitab  Undar  ng-Urndang  Hukr               u rm 
 

Pidana  (KUrHP)  No.1 Tahurn 1946  kermudr                ian UUr                     r            RI No. 18 Tahunr   2013 

tenr              tang  Pencegarr  han  dan  Permberr          antasan  Pengrr  ursakan  Hutr         an,  Undar  ng- 

U rndang   Nomor   41   Tahurn   1999   terntang   Kerhurtanan   serrta   Perraturran 

Permerr           intah Nomor 45 Tahurn 2004 tenr              tang Perr           lindungar  n Hutr         an. 
 
 
 
 

2. Pernjaturhan pidana  dan dernda  dalam kasurs pernerbangan pohon sercara  liar 
 

merr          urpakan komponern pernting dalam upr               aya perr          lindurngan hutr         an. 
 

Mesr            kipurn  tantangan  dalam  pernergakan  hurkurm  masih  ada,  pernting  urnturk 

terr          urs  mermperrbaiki  sisterm  hurkurm  dan  merningkatkan  kerrjasama  antara 

berr           bagai pihak terrkait. Derngan dermikian, hurtan serbagai salah satur         surmberr 

daya  alam  yang  paling  berrharga  dapat  terrusr                        dile rstarikan  urntukr generrr  asi 
 

merndatang. 
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5.2. Saran 
 
 

1. Pernurlis  mernyarankan  agar  aparat  penr              egr                ak  hukr               urm,  khursusr            nya  Polisi  dan 
 

Dinas Kerhurtanan di daerrah,  merningkatkan koordinasi dalam perlaksanaan 
 

penr              egr                akan hukr               urm terr          kait tindak pidana pernerbangan liar. Koordinasi yang 
 

baik  antara  instansi  ini  mernjadi kurnci urnturk  merncapai  hasil  yang  erferktif 

dalam  urpaya  merlindurngi  hurtan  dari  aktivitas  ilergal.  Serlain  koordinasi, 

penr  urlis jurga mernekr  ankan perntingnya kerrjasama yang positif antara aparat 
 

penr              egr                ak  hukr               urm.  Kerr           jasama  yang  solid  dan  sinerr          gis  akan  mermpermur  dar  h 
 

prosers  pernanganan  kasurs-kasurs  pernerbangan  liar  dan  mermastikan  bahwa 

setr         iap langkah yang diambil sersurai derngan kerternturan hurkurm yang berrlaku r. 

serr          ta derngan mermperr           baiki sisterm pernergakan hurkurm. 

 
 
 
 

2. Saran  pernurlis  unr              tukr  penjatr  uhar  n  pidana  dan  dendr  a  dalam  tindak  pidana 
 

penr              erbangan  pohon  secarr  a  liar  yaitur                 kepadar hakim  agar  mermberr           ikan 
 

sanksi  yang  mermberr           ikan  erferk  jerr          a  serhingga  perlakur               tidak  merngurlangi 

perr          buratannya  lagi  serrta  derngan  mermperrbaiki  sisterm pernergakan  hurkurm, 

diharapkan  pernerbangan  liar  dapat  diterkan  dan  kerrusr            akan  hurtan  dapat 

dikurrangi. 
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LAMPIRAN 
 
 

B. Pertanyaan Wawancara 
 

1. Bagaimana perngaturran hu rkurm pidana bagi perlakur         kerjahatan pernerbangan pohon 

sercara liar? 

Jawab: Perngaturran hu rkurm pidana bagi perlakur         kerjahatan ini diaturr dalam berrbagai 

u rndang-urndang dan perraturr          an di Indonersia, terrmasurk di antaranya adalah Urndang- 

U rndang  Nomor  41  Tahurn  1999  terntang  Kerhurtanan,  Urndang-Unr              dang  Nomor  18 
 

Tahurn  2013  terntang  Perncegr               ahan  dan  Permberrantasan  Perr          usr            akan  Hutr         an,  Kitab 
 

U rndang-U rndang Hurkurm Pidana (KU rHP), Perr          aturran Permerrintah Nomor 45 Tahurn 

2004 terntang Perrlindu rngan Hutr         an. 

 
2. Bagaimana  pernjaturhan  pidana  dan  dernda  dalam  tindak  pidana  pernerbangan 

 

pohon sercara liar (Studr                i Putr         usanr  No. 147/Pid.B/LH/2022/PN Blg)? 
 

Jawab:  pernjaturhan  pidana  dan  dernda  dalam  tindak  pidana  pernerbangan  pohon 
 

secr  ara liar dalam putr         ursan ini didasarkan pada fakta maupr  urn burkti yang ada serrta 
 

kerr          urgian  dan  dampak  yang  akan  terrjadi  derngan  bergitur                pernertapan  pasal  yang 

ditertapkan berrdasarkan hal terrserburt. 

 
3. Apa saja  faktor yang biasanya diperrtimbangkan dalam mernjaturhkan hurkurman 

bagi perlakur        pernerbangan hurtan? 

Jawab: faktor yang biasanya diperrtimbangkan dalam mernjaturhkan hurkurman bagi 
 

perlakur            pernerbangan hurtan secr             ara  liar  yaitur            merlaluri faktor hal yang  mermberr          atkan 
 

dan hal merringankan para perlakur. 

Andry Halomoan Siahaan - Analisis Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Pelaku Penebangan Hutan...

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/6/25 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)2/6/25 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA



79  

4. Apa saja yang bisa dilakurkan urntukr                      merningkatkan erfektr                        ivitas pernerr          apan pidana 
 

terrhadap pernerbangan hurtan ilergal? 
 

Jawab:  Yang  dapat  dilakurkan  urnturk  merningkatkan  erferktivitas  pernerrapan  pidana 
 

terr          hadap   pernerbangan   hurtan   ilegr               al   yaitur                        derngan   Merningkatkan   erfektr                        ivitas 
 

penr  errapan pidana terr          hadap pernerbangan hurtan ilergal mermerrlukr  an perndekr  atan yang 
 

komprerhernsif  dan  mu rltidime rnsional.  Berberrapa  langkah  yang  dapat  dilaku rkan 
 

antara  lain  adanya  Perningkatan  Pernegr  akan  Hurkurm  denr gan  Perngawasan   dan 
 

Patroli   yang   Lerbih   Internsif   kermudr                ian   Perr           baikan   Regr               urlasi   dan Kerbijakan 
 

dilakurkan derngan Perninjauran Urlang dimana Perratu rran Urpaya ini harurs dilakurkan 
 

secr             ara   terr          padur                  dan  berkesrr inamburngan  untr                       ukr  mermastikan   bahwa penegakarr  n 
 

hukr  urm  terrhadap  pernerbangan  hurtan  ilergal  me rnjadi  lerbih  erfekr  tif  dan  berrdampak 
 

jangka panjang. 
 
 
 

5. Apa saja kerndala yang dihadapi hakim dalam pernerr          apan pidana terrhadap kasu rs 

pernerbangan hurtan? 

Jawab:  kerndala  yang  dihadapi  hakim  dalam  pernerrapan  pidana  terrhadap  kasurs 
 

penr              erbangan  hutr         an  yaitur             mernghadapi  serjurmlah  kendar  la  dalam  pernerr          apan  pidana 
 

terr          hadap  kasurs pernerbangan hurtan sercara  liar  (ille rgal logging).  Berberrapa  kerndala 
 

urtama  yang  serr           ing  dihadapi  terrmasurk  Kersurlitan  Permbukr               tian,   Merngurmpurlkan 
 

bukr  ti yang curkurp urntukr  mermbukr  tikan kerterr           libatan perlakur          dalam pernerbangan liar 
 

serr           ing kali surlit, terrurtama di kawasan hurtan yang terrperncil. Kermurdian Kerru rsakan 

Termpat  Kerjadian,  Burkti  di  termpat  kerjadian  serring  kali  rusr            ak  ataur              dihilangkan 

serberlurm pihak berr          wernang tiba di lokasi. 

Andry Halomoan Siahaan - Analisis Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Pelaku Penebangan Hutan...

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/6/25 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)2/6/25 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA



80  

 

6. Apakah  pernerrapan  pidana  terrhadap  kasurs  pernerbangan  hutr         an  surdah  erferktif 

dalam mermberr           ikan erferk jerra bagi perlakur? 

Jawab: pernerrapan pidana terrhadap kasurs pernerbangan hurtan ternturnya sudr               ah erfektr                        if 
 

dalam  mermberrikan erferk  jerra  bagi perlakur            terntunr               ya  dalam pernetr         apan dernda  yang 
 

dipurturskan dalam purtursan yang terlah ditertapkan hakim 
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